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PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANC

. NOMOK 7 TAHUN 2001 -

TENTANG
GRGANISAS] DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUI'ATI REMBANG

Menimbang . a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-
undang Nomor 22 Tahun [999 tentang
Pemerintahan Daerah dan dealam rangka
pelaksanaan Otonomi Daerzh maka perlu
menvusun kembali Organisasi Perangkat
Daerah,

b. bahwa untuk maksed t2rsebut diates perlu
menyusun OCrganisasi dan Tata Kerja

= Dinas Daerah Kabupaten Rembang vang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah
’ Mengingat l. Undang-undang Nomer 13 Tahun 1050

tentang  Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Tengah;

| 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun [u74
tentang Pokok-pokok Kepszawaian (Lom-
baran Wegara Republik indon=sia Tahun
1974 Nemor 351, Tambahan Lembaran”
Negara Nomor 3041) sebagaimana t=lah
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diubah dengan Undang-undang Nomor 43
Tehun 1999 tentang Perubzhan Undang-
undang - Nomor & Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Nomer 3890);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
ientang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Memeor 60, Tambshan Lemberan Negeara
Homor 3037);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1592
tantsng Perimbangan Keuangan entafa
Pameanintah Fusat den Da=rah (Lembaten
Negarz Republ:k Indonesia Tahun 1992
Nomor 73, Tambahan Lembaran Nepara
Nomor 1848},

Peraturan Pemerinteh Republik Indonesiz
Momor 25 Tahun 2000 tentang Kewe-
nangan Pemsiintah dan Kewenangan
Propinsi Sebazar Daerah Ctonom (Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomer 354, Tambahen Lembaran
Megara Nomor 2951),

Peraturan Perermntah Republik Indenesia
Nomor 84 Tuhun 2000 tentang Pedoman
Orgenisasi Parangkat Daersh (Lembaren
Meazas Reputlik Indoncsia Tshua 2000
Womer 1630, h

Weputusan Fresiden Republik Indomesia
Momor 4¢ Tabun 1999 tentang Tekmis
Menyusungn Poretursn Peorundang-undang
dan Gentukx Rauncanzan Undeng-undang,
Rancsangan Ferstursn Pernerintah, dan
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Rancangen Kaputvsan Presiden {Lembaran
Megara Republit indonesia Tahun 1999
Nomor 703,

8.  Keputus:n Ments:i Dalam negeri dan
OJtonomi [aerah Nomor 5C Tahun 2000
tentang Pedoman Susunen Organisasi dan
Tsta Kerja Perang:at Daeral Kabupaten/
Kota.

Dengan Persetuivan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH RABUPATEN
REMBANG TENTANG ORGCAYISAS! DAN
TATA KERIA DINAS DAERAH
KABUPATEN REMBANG

BAE I
KATENTUAN UMIUIM
Pasal |

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud

dengan :

a. Dacrah adalah Kabupaten Reml:ang,

b Pemerinteh  Duesaht  adulah  Pemerinish

Keabupaten Kembang,

Otonomi Daerah adalah kewen gnan Daerah

Otonom untuk mengatur den  mengurus

kepentingan masyarakat seteripat menurut

prakarss  sendin berdasarhan  aspirasi

masvarakat sesual dengan  peraturan

perundang-undangan;

d Bwpati adalah Bupati Rembang,

. Sekretaris Daerch adalah Sekretaris Daerah
Kabupalen Rembang,

2]
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Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah,

Dinas Pendapatan Daersh adalah Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Rembang;

Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaien
Rembang,

Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang,
Dinas Keschatan adalsh Dines Kesehatan Kebupeten Rembang,

. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Rembang;
Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Rembang,

.Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan

Kabupeten Rembang,

. Dinas Perhizbungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang,
. Cabeng Dinas adaleh unsur pelaksana Pemerintah Dacrah vang

melaksanakan vrusan-urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung
jaweb dan kewenangannya,

, Unit Pelaksana Tekmis Dinas vang sclanjutnve disingzat UPTD

adalah unsur pclaksana operasional dinas di lapangan,

. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok kedudukan yang

menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang
Pegawai negeri Sipil dalam satuan kerja yang dalam pelaksanaan
tugasnva didasrken pada keahlian atau ketrampilan,
BAE 11
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah 1m1 dibentuk Dinas Daerah Kabupaten
Rembang.

Pasal 3

Uinas Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2. T'erdin dar :

fE0 o

Dinas Pendapatan Daerah;

Dinas Pekerjaan Umum,

Dinas Pendidikan,

Dinas Keschatan,

Linas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi,
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f. Dinas Perienian;
g. Dinss Perikenan dan Relauntan;
h. Dinas Pethubungan.
BAR TII
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Bagian Kesata
Kedudukan, Tegas Pokok dan Fungsi .
Pasal 4
fi} Dinas Penadapetan Dzerah berkedudukan sehagai unsur pslaksana
Femennizh Deerah veng beradza dibawah dan bertanggung jawab
kepades HBupan meizlus Sekretaris Dserah
{11 Dinas Pendapatan Ducrah dipimpin olch scorang Kapals

Pasal 5

Dinas Pendapatan Daerah mampunvai tuzgas pokol

3. mciaksenakan kewcnangan Otonomi Daciah di bidang pendapaisn
Daerah;

b. mengedakan hubungan dan kerja sama dengan Instansi lein un ek
memperlancar tugasava,

c. melaksanakan tuges-tugas lain vang diberiken oleh Bupan

Fasal 6

Dalam melaksanzkan tugas tersebut Pasa! 5. Dinas Pendezpatan Daerah
mempunval fungs: -

perumusan kebijokan teknis di bidang pendapatan Daerah.
pelaksansan pelayenan umum;

pengelolazn urusan ketaiausahaan dinas,

pengkoordinesian tirhadap dinas etau  anstansi di bidang
pengelolaan pendapatan

oo e

Baglan Kedua
Organlsasi
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Pasal 7

{1) Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari -

(2)

(3)

X.

¥
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Kepala;

Bagian Tata Usaha,

Sub Dinas pendaftaran dan Pendapatan,
Sub Dinas Penetapan dan Penagihan,

Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan;

Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Operasional,
Sub Bagian Umum;

Sub Bagian Kepsgawaian,

Sub Bagian Kcuangan;

Seksi Pendafltaran,

Seks) Pendataan,

Sekst Dokumentasi dan Pengolahan;

Seksi Penerbitan Surat Ketetapan;

Scksi Penghitungan dan Angsuran;

Seksi Penagihan,

Seksi Keberatan;

Seksi Pembukuan Penerimaan;

Seksi Pembukuan Persediean;

Scksi Pelaporan,

Seksi Perencanaan dan Teknis Pemungutan,
Seksi Fengendalian Pendapatan,

Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Penghkajian
Pendapatan;

Cabang Dinas

UPTL,
Kelompok Jabatan Fungsional.

Bazian Tats Usaha dipimpin cleh storang Kepala Bagizn Tata
Usaha yang berade di bawah dan berlanggung jewabl kepadas
Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Dinas vang berada di bawah dan bertanggung ;n“’nb kepads
Kepula Dinas Pendapaian Duerah.
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{4)  Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh scorang Kepala Sub
Bagiean yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bagian Tata Usaha.

(5) Masing-masing Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub
Dinas.

Pasal B

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan
tahunan, urusan keuangan, kepegawaian dan urusan umum.

Pasal 9 ,

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 8, Bagian Tata Usaha

mempunyai fungsi -

a. Ponigurusan surat menyurat, kearsipan rumah tangga, pcmbayaran
Eajl  pegawai,  pengurusan perjalanan dinas, pengadaan/
pemeliharaan perlengkapan dan pengaturan penggunaan kendaraan
operasional;

b penyusunan kegiatan tahunan bersama-sama Kepala sub Dinas
untuk meclaksanakan dan mengevaluasi kcgiatan terschut;

¢ pengeiolaan dan pemberdayaan pegawai,

d. pengelolaan keuangan

Pasal 10
Bagian Tala Ussha lerdini dari -
a. Sub Bagian Umum:.
b. Sub Bagian Kepegawaian:
¢ Sub Bagian Keuangan.
Pasul 11

(1)  Sub Bagian Umum mampunyai tugas melaksanakan urusan umum.

(2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan
kepegawatan.
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(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanzkan urusan
Keuangan

Pasal 12

Sub Dinas Pendaftaran dan Pendatean mempunya: tugas °

a. melaksanakan pendaftaran, pendataan dan dokumentasi terhadap
wajib Pajak dan wajib Retribusi;

b. membantu melakukan pendataan obyek dan sebvek PBB yang
dilakukan oleh Dirjen Pajak.

Pasal 13

Dalam melaksanzkan tugas tersebut Pasal 12, Sub Dinas Pendaftaran
dan Pendataan mempunyai fungsi :

a. peleksanaen pendaftaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi:

b. pendataan obyek Pajak dacrash dan obyck Retribusi Dacrah;

c. pelaksenaan pendaftaran PBE;

d. pelaksanaan pendatzan PBB,

Pasal 14

Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan terdiri dan -
E. Seks) Penlsfiaran;

b. Seksi Pendataan,

¢. Seksy Dekumnentasi dan Pengolahan Data.

Pusal 15

(13 Seksi Pendaftaran mempunyai tugas mengadakan pendaftaran
terhadap “Wajib Pajak dan Wejib Retribusi Daerah,

{2} Seksi F-rdalsan mempunysi lugas mengadakan pendataun
terhadap Wanb Pajak dan Wajib retribusi.

(3) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan data mempunvai tugas
mendokwnentasikan dan mengolah data Wajib Pajak dan Wajib
Relribusi @
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Pasal 1o

Sub Dinas Fendapatan dan Penagihan mempunyai tugas

3.

melaksanakan penghitungan dan penetapan Jumlah Pajak dan
Retribusi Daerah vang tertutup;

b. menghitung besarnys angsuren atas permenonan Wanb Pajak-Wajb
Retribusi;

€. menata usaha jumlah ketetapan PBE vang pensgihannva
dilimpahkan kepada Daerah berdasarkan SPPT dan DHPP PEB,

d. meleksanalan penagihan pajak dan retribusi daerah vang telsh
melempeau: bate:s waktu jatuhb lempo, melaycn: keberstan dan
permohonan banding;

Pasal |7

Dalam melsksana: :n lugas tersebut Pasal 16, Sul dinus Pendapatan

dan Penagihan mempunyai fungs .

4. penglitungan penetapan jumiah Pajak dan Ret:.uusi Daerah,

b. penghitungan jumiah dngsuran pungutan/penidsyaran/pensiapa,

—  alas permohonan Wajib Pajak/Wajib Retribusi vang disetujui;

¢. penertiban dan pendistribusian serta PENYUrpenan  arsip surat
perpajakan dan retribusi dacrak yang berkaitan congan penctapan,

d. membaniu melakukan penerimaan SPPT PBB beserta DHPP PE!
dan dokumen PEH latnnya vang berkaitan . iean Dirjen Par
serta mendistribusikan kepada para Wajb Pajak dan kepada unut
lain vang terkait;

¢. pelayanan permohonan keberatan:

. pelayanan permolionsn pengurangan,

€. pelayanan permohonan penghapusan;

h. pelayanan permohonanbanding sesuai dengan balas kewenangan

Pasal 18

Sub Dinas Fendapatan dan Fenagihan terdin dan .

a
b

£.
d.

Seksi Penerbitan Surat Ketetapan,
Seksi Penghitungan dan Angsuran,
Seksi Penagihan,
Sehksit Keberuiun,
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Pasal 190

(1) S5eksi Penerbitan Surat Ketetapan mempunvai ugas menerbitkan
Surat Ketetapan Pajak dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah

(1) Seks: Penghitungan dan Anggaran mempunyai tugss membuat
penghitungan penctapan dan perubahan anggaran

(3) Seksi Penagihan mempunyai tugas menyiapkan surat penagihan
terhadap Wajib Pajak dan wajib Retribusi:

{4) Scksi Keberatan mempunyai tugas mencrima dan mclayani surat
keberatan dan permohonan anding

Pasal 20

Sub Dinas Pombukuan dan Pelaporan  mempunyai tugas pokok
meiaksanakan pembukuan dan pelaporan  mengenar  realisas
pencrimaan dan tunggakan Pajak dan Retribusi dasrah dan PBB serta
pengelolaan benda berharga. :

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 20, Sub Dinas Pembukuan

dan Pelaporan mempunyai fungs; -

2. pelaksanaan pencatatan Mmengenai penetapan dan penerimaan dar
pcmungutan/ pembayaran/penyctoran Pajak dan Retribusi Dacrah
ke dalaw karlu jjenis pajak dun relribusi duerah serls kedalam
kartu pengawasan pembayaran PHBB (KPPHHE 4) dan daltar
himpunan pokok pembayaran (DHPPY;

b pencatatan mengenai penerimaen dan pengeluaran benda berharga
serta penerimaan uang dari hasil Pemungutan benda berharga ke
dalam kariu persediaan benda berharga,

€. Ppenyiapan  laporan realisasi penerimaan dan  tunggakan
pemungutan/pembayaran/ penyetoran pajak dan retribusi daerah.
realisasi penerimaan, pengeluaran, dan sisa persediaan benda
berharga secara bulanan, triwulanan dan tahunan serta realisasi
pencrimaan dan lunggakan PBB. ‘
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Pasal 22

Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan terdiri dani
2 5eksi Pembukuan Penerimaan;

b. Seksi Pembukuan Persediaan;

¢. Seksi Pelaporan.

Pasal 21

(1) Seksi Pembukuan Pelaperan mempunvai tuga menerima dan
mencatat semua seral ketetapan serts menghitung tunggakan,

(1) Scksi Pembukuan Perscdisan meompunysi  tugas  mencatat
penernimaan dan pengeluaran benda-benda berharga.

{3}  Seksi Pelaporan memipunya: tuges menviapkan laporan sscara
pericdikal,

Pasa! 24

Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Operasional memunvyai tugas
menyiapkan penyusunan rencana, pembinaan 1eknis pemungutan,
pemantauen dan pengandslian pondapatan soria poenyvusunan peratusan
perundang-undangan dan pengkza)ian psndapatan

Pasal 25

Dzlam mclaksanakan tugaes terscbut Pasal 24, Sub Dinas “crencanaan

den Pengendalian Opeiesional mempuny ai fungsi

2. penvusunzn persncenasn pendapatan daerah vang be:sumber o
pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan dé:rzh lainnv
serta dari PBE,

bt pembinaan ternis Operasional, bimbingan dan petuiiuk keps”
semtiva unil karje destah dan pendapsian daersh | omnve se
pemungutan PEB,

¢. pelaksanaan pemantzuan dsan pengendalian operzsion:z. pendapatan
hatk yang dilaksanakan oleh Dispends maupun dai: unit karja
lainnya yang omelaksanakan pemungutan retribisi mau un
pendapaian daersh lzinnya.
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Pasel 24

5 Dinas Perencenzan den Pengendalian Operesionsl terdin das -
2ksi Perencanaan dan Teknis Pemungutzn;

gisi Pengendalian Pendapatan;

isi Peraturan Perundarg-undangan dan Pengkajian Pendapatan.

a.- 4
B. §
c. §
Pasgsl 27

1) Se¢ksi perencanazn dan Teknis Pemungutan mempunyai iugas
menyusun rencana pendapatan daerzh dan melakukan pembingan
teknis pemungutan

Scks1 Pengendalian Pendapatan mempinyar tugas mengadakan
pemantauan. pengenalian dan evaluasi pendapatan.

+3) Seks: Peraturan Perundang-undangan dan Pengkaiien Pendapatan
mempunyvel tugas
&. menyiepkan Rancangan Peoraturan Dacrah ientang Paja
Retribvsi Daereb dan pendapatan dacrah lainnye,
b. mengaedakan pengkajian terhadap sumber-sumbe pandapatan
baru.

Pasal 28
Bsgan Urganisas: Uinas Pendapatan Daerah sebaga:mana tersebut
dalam Lempiran ! yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerap ini.
BAB IV
DINAS PEKERJAAN UMUM

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Fokok dan Fungs|

Pasai 29

(!) Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan sebagai unsur pelaksana
Pemerunlah Daciah yang berads dibawah dan bertanggung jeawab
kepada Bupau melalu1 Sekretans Daerah.
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(2) Dinas Pekerjaan Umum dipumpin oleh scorang Kepala.

Pasal 30

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok menvelenggarakan
urusen sumah tangga Daerah di bidang pekerjaan umum

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas pokok terssbut Pasal 30, Dinas Pekerjaan
Umum mempunyai fungsi .

R
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pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pengelolaan saraznz dan
prasarana pckerjaan umum;,

pelaksanaan pengendalian pekerjaan,

penvusunan dan asistensi perencanaan program, teknis anggaran
bangunan kontruksi dan pekenaan lainnva,

penetapan stendar pengelolsan dan pemwehharesn sarena dan
prasarana,

pelaksanaan urusan tatz usaha di bidang pekeraan unum

Bagian Kedua
Organisasi

Fasal 32

(1} Dinas Pekerjaan Umum terdinn dan :

Kepala,

Wakil Kepala,

Bugian Tala Usahia,

Sub Dinas Jalan dan Jembatan,

Sub Dinas Cipta Karya;

Sub Dinas Pengairan;

Sub Dinas Kebsrsihan dan Pertamanan;

Sul Bagien Umum,

Sub Bagian Kepegawalan,

Sub Bagian Kevangan;

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan,

Seksi Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan;
. Seksi Pemelibargan Julan den J-.balan,

Seks) Pemukiman dan Prasarana,

g e T - S

Lol | oy

5 5
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Seksi Tata Ruang dan Tzla Bangunan,

Sekst Pembangunan dan Penatagunaan Aur,

Seksi pelestarian dan Pengembangan Sumber Dayes Aar,
Seksi Kebersihan:

Seksi Pertamanan,

Seksi Pemakaman;

Cabang Dinas,

UPTD,

Kelempok Jabatan Pungsional

g€ "wnwNow0o

Bagian Tata Usaha sebagaimana tersebut ayat (1) dipimpin oleh
seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berade di bawsah dan
hertanggung jaweb kepada Kepale Dinas Pekerjaan Umum

Masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Dinas vang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada
Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Masing-masing Sub Bagian dipimpin olch szorenz Kepala Sub
Bagian wvang berada di bawah dan bertanggung 1awab XYepada
Kepala Bagian Tata Usaha.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seks1 vang
berada 4y bawah den bertanggung jaweb kepada Kepala Sub
Dinas

Fasal 33

Waikil Kepale mempunyal tugas :

b

membanta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dalam mclaksanzkan
iuges dan kewajibannya;

mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Dinas ke dalam serts
membina hubungan kerja diantara para staf,

melaksanakan tugas dan wewenang kepala Dinas Pekerjaan Umum
apabila Kepala Dinas berhalangan;

melaksanakan lugas-tugas lain yang diberiakan oleh Kepala Dinas
pekerjaan Umum.

Pasal 34

Bagian Tala Ussha mempunyai lugjas menyclenggarskan urusan
perencanaan umum, kepegawaian serta keuangan.
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Pasal 35

Dalam melaksanakan tegse tersebut Pasa! 34, Bagian Tata Uszha

mempunyail fungsi :

a penyusunan rencana program den laporan, pengendalian serta
evaluasi. penvusunan rencans perafuran, pembinzan organisas: dan
tate laksana.

b pengurusen rumah tanggs dan pzrisngkepen, sure! menyurat Zan
kearsipan serta kehumasan;

¢. pelaksanaan pengelolaan adminisirasi keuangan,

d pengzlolaan admimistras: kepegiwzian

Pasz! 56

Bae:nn Tata Usaha terdir: dan -

& Sub Bagran Umum

b Sub Bagian Kepegawaran,

¢ ESub Bagran Keuangan:

Sub Eagian “:rcncnnua.. dan Pelaparen

(=

Pasal 37

(1) Sub Bagian Umum mempunyei tuges melakukas penyiapan bahen
pcr*.:., 14s5an Toncana dan FidoEram, ponyiapan icncana ].‘-thhﬂﬂﬁ
serta pembinaan organisasi dan tata laksana serta penyusunan dan
penvajian data, pengurusan sural menvurat, Kearsipan, i
tangga dinas dan perlengkapan.

-
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e

Sub Bagian Kopogawaian mompunyal tugas mclakukan penyiaren
buhan penvusunen encena  kebuluhen dun pengembas
pegawe), mutasi pegawail serla tata useha Kepegawalan,

{3} Sub Zagran Kevangan mempunvei Tegas melakukan penvier
baan penvusunan rencena kebutuban snggoron pendapats:
belanje dines, mengeros pembuieen, wieluhuken pering
eneggaran, verilikas: serts mengurus perbendakiaraan.

(i) Sub Bagian Perencanzan den Peleporan mempenvat ..
melakukan penyiapan, inventarizasi bahan-bahen peienzan
(mengkuinulasi  data)  serie  neleksenshan laporan Do
perencsnaan dinas,
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Pasal 38

Sub Dinas Jalan dan Jembatan mempunyai tugas merencanakan
kebijaksanaz::  teknis, pelaksanaan pembangunan, peningkatan,
pemeliharaan jalan dan jembatan

Dagal 30

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 38, Sub Dinas Jalan dan

Jembatan mepunyai funes; -

a, perencantan kedyakssnzan teknis di bidang pembangunan,
peningkecan, pemeliharaan jalen dan jembatan,

b, pengkoe: linasian, pelaksanaan kebijaksanaan tcknis, pcmantauan,
pengende.ian di bideng pembangunan, peningkatan pemeliharaan
jalan dan jembatan.

Pasgal 40

Sub Dinas Jalan dan Jembatan terdiri dari -
a. Seksi Pembangunan/Peningkatan jlan dan Jembatan;
b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan jembatan.

Pasal 4]

(1) Seksi Pembangunan/Peningkatan Jelan dan Jembatan mempunyail
tugas menginvetarisasi, menyusun rencana teknis melaksanakan
kegiatan pembangunen, peningkatan jalan dan jembatan sarta
mcmantau, cvaluas: dan pelaporan.

(2) Seksi Pemeliharzen Jalan dan jembatan mempunyai tugas
merencanakan k.bijakan tekmis dan melaksanakan kegiatan
pemeliharaan jai.n dan jembatan, memantau, evaluasi serta
pelaporan,

Pasal 427

Suh Dinas Tipta Kar : mempunvai tugas merencanakan kebijzkan
teknis, meiaksanaka: vembangunan perintisan, memantau dan
mengevaluasi bideng -ia  bengunan, ials ruang, pemukiman dan
penyehatan ‘mgkungan 2
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Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 42, Sub Dinas Cipta Karya

mempunyai fungsi -

a perencanaan kebijaksanaan teknis dan strategt pembangunan dj
bidang tata bangunan, tata ruang, pemukiman dan penvehatan
lingkungan (prasarana),

b pelaksanaan, pemantauan, pembinaan, pengaturan dan pengendalian
di bidang tata bangunan. tata ruang, pemukiman. penvehatan
lingkungan dan prasarana, evaluas: dan pelaporan

Pazal 44

Sub Dinas Cipta Karva terdiri dari -
¢ Seksi Pemukiman dan Prasarana:
b Seks: Tata Ruang dan Tata Bangunan.

Dasal 45

(1} Seksi Pemukiman dan Prasarana mempunya: tugas mengivan-
tarisasi, menyusun, merencanakan  kebijaksanaan  teknis.
mengatur  dan  mengendalikan, melaksanakan pembanguna
perintisan dan perijinan.

{2) Seksi Tata Ruang dan Tata Bangunan mempunve: tuge-
mengiventarisasi, menyusun, merencanakan hebijaksanaan tekms.
membimbing, mengatur, mengendalikan dan melaksanakan
kegiatan pcnataan ruang dan pcnataan bangunan

Pasal 46

Sub Dinas Pengairan mempunyal tugas merencanalan kebijaksanaan
teknis, membimbing. melaksanakan, memantau, mengendalikar
pemwibangunen, . pemeliharsan  sarans  dan Preserena pesgaira,
pelestarian dan pengembangan sumber deya air serta pemanfaateanva

Pasal 47

Dalam melaksanskan lugas lersebul Pusal 46, Sulb Dinas Pengairan
mempunyai fungs:
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a. perencanaan kebijaksanaan tekmis di bidang pembangunan dan
pemelikicraan sarana dan prasarana pengairan, kelestarian dan
pengembangan sumber daya air seria pemanfaatannya;

b. pelaksanaan kebijaksanaan teknis, pembinaan pemantauan dan
pengendalian d: bidang pembangunan, pemeliharaan sarana dan
prasarar: pengairan, pelestarian dan pengembangan sumber dava
air serta 2valuasi dan pelaporan

Pasal 48

Sub Dinas Pengairan terdiri dari :
a. Seksi Pe:nbangunan dan Penatagunaan Sumber Daya Aur,
b. Scksi Pclestarian dan Pengembangan Sumber Daya Air.

Pasal 49

(1) Seksi Pembangunan dan Penatagunaan Sumber Dava Air
mempunyal tugas mengiventarisasi, menyusun rencana tcknis,
membina, memantau, melaksanakan kegiatan pembangunan dan
memelihara sarana dan prasarana pengairan.

{2) Seksi Pelestarian dan Pengembangan Sumber Daya Air
mecmpunyal tugas mcngiventasisasi, mcenyusun rcncana tcknis,
membina, memantau dan melaksanakan kegiatan pelestarian dan
pengembangan sumber daya air serta pemanfaatannya.

Pasal 50

Sub Dinas Kebersihan dan Perlumanan mempunyai lugas merencanakan
kebijaksanaan teknis, melaksanakan pembinaan, memantau dan
melaksanakan kegiatan di bidang kebersihan dan keindahan
kota/daerah,.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 50. Sub Dinas Kebesihan
dan Pertamanan mempunyai fungsi -
a. perencanaan kebijaksanaan teknis di bidang penanganan kebersihan

dan keindabun kola/daerah; ;




b

b.
c

(2)
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a
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pengkoordinesizn, peleksansan kebijaksaraan tekuis, pembinnan,
pamentauan di bidang kebersihan dan keindahan kcia/deerah c2ria
evaluasi dan pelaporan

Pasal 52

Dinas Kebersihan dan Pertamenan terdin den
Seksi Kebersihan,
Seksi Fertamanan.
Sekst Pemakzman

Pasal 53
Seksi hebersinen mempuvel tugas mengiveniansasi. melyusun

rencana teknis, membina, memantan dzn melaksanakan kegratan
penanganan  kebersihan, evalues: dan  pelaporen, seria

melaksanakan bebijebsanaan di bidang pemeriksean,
pemeliharaan dan penviapan peralatan pemadam kebekeran sorta
pembinaan, pelatihan dan pengerahan personil delam Jangks

pencegahan/pemadaman kebakaran

Seksi Pertamanan mempunvai lugas mengiventarisasi, menvusun
rencena tcknis, membina, memantay dan mclaksanakan kegialen
pengeloizan tempat entul pengelolaan pertamznan, evaluasi dan
pelaporan.

Seks; pemakaman mempunvai tugas mengiventarisasi, menyucun
reacana tcknis, membina, memantau dan meclaksanakan kegiatan
pengelolaan tempal unluk pemekoman vinum, pelayanan perijinag
sesua) peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

Bagan Organisssi Dines Pekerjean Umum sebagaimenas ierssbul oo
Lampiran |l yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peralv
Daerah im.

BAB V

DINAS PENDIDIKAN ~




(1}

(1)
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Baglan Kesalu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Fasal 55
Dinas Pendidikan berkeduduken sebagai unsur pelaksana
Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jeawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala.

Passl 38

Dinas Pend:idikan mempunyal tugas pokok menetapkan, merencanakan,
mengorganisasikan, menyvelenggzaraken, melaksanakan, mengelola,
mengawas:, mengendahikan urusan daerah di bidang pendidikan

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Pasal 56, Dinas Pendidikan
mempunyai fungsi :

2
b.
c

d.

pcrencanaan kcgiatan di bidang pendidikan,

pengelolaan ketatalaksanaan;

pelaksanaan  kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan,
pembinaan di bidang pendidikan;

peneglolaan teknis operasional pendidikan den pengembangen
pendidikan sckolah scrta luar sckolah,

pengelolaan sarang dan prassrana pendidikan dan media belajar,
pembinaan, pengelelaan Tk, SD, SDLB, SL'TP, SM dan usia wajib
belajar.

pembinaan dan penvelenggaraan pendidikan siswa, generasi muda
dan keolahragaan,

pembiaan dan pengembangun lenags pengajar,
pegawasan dan pengendalian pendidikan,
pengembangan pembinaan kegiatan kebudayaan.

Baglan Kedua
Organisasl
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Pasal 58

Dinas Fendidikan terdiri dari -
Kepala,
Walkil Kepala;
Bag:an Tatz Usaha,
Sub Dinas TK dan SO,
Sub Dinas SLTP dan SM:
Sub Dinas PLS, Pemuda dan Olah Raga;
Sub Dinas Kebudavaan:
Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
Sub Begian Mepagawaian;
Sub Bagisn Perencanaan,
Sub Bagian Kenangan,
seksy Kurikulum TR dan SD;
Seksi Tenags Teknis TK dan SD-
SCES] Resiswasn Th den SO
Seist Kunkulum SLTP dan EM;
Seksi Tenaga Teknis SLTP dan SM;
Seksit Kesiswaan SLTP dan SM,
Seksi Bina Program;
Seksi 'l]?emga Tgcrlmis; PLS, Pemuda dan Olah Raga,
Scksi Sarana dan Prasarana:
Seksi Kesenian,
Seks) Sejarah dan Museum:

. Cabang Dinas;
UPTD,
Keclompok Jabatan Fungsional.

et rim e D =

MpaRerebrbwoyy

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh scorang Kepale Bagian ..t
Usaha vang berada di bawah dan bertanggung jawab ke .-:
Kepala Dinas Pendidilan.

Masing-musing Sub Dinas dipiwpin oleh seerang Keps!
Uinas yang berada d: bawah dan bertanggung jawab kepad:
Kepala Dings Pendidikan

Masmg-masing Sudb Bagion dipimpin oleh seorang Repala A4t
Eegisn yeng berads di Lywah dan bertengrung jawab Kepzils
Kepzle Bagran Tata Usaha




(5) Masing-masing Ssksi dipimpin oleh seorang Kepala Szksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub
Dinas

Pasal 59

Wakil Kepala mempunyal tugas :

a membantu Kepala Dinas Pendidikan delam meiaksanakan tugas dan
kewajibannya,

b. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Dinas ke dalam seria
membina hubungan k2rja diantara para staf,

¢. mclaksanakan tugas dan wcwenang kepala Dinas DPeondidikan
apabila Kepala Dinas berhalangan,

d melaksanakan tugas-tugas lain yang diberiakan oleh Kepala Dinas
Pzndidikan

Pasal 50

Bagian Tata  Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan,
melaksanakan, mengelola, mengurus kegiatan yang berkaitan dengan
urusan umum kevangan, petlengkapan serta kepegawaian Dinas
Pendidikan

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 60, Bagian Tata Usaha

mompunyal fungsi

a. perencenaan kegialan admimsirasi di bidang pendidikan,

b. penvelenggaraan kegiatan di bidang administrasi,

¢. penyelenggaraan. pengelolasn kegiatzn yang berkaitan dengan
urusan wumum, Lkewanegan serta perlengkapen sarana operasi
pendidikan, o

d. pengelolsan urusan yang berkeilan dengen kepegawsiun/PNS/
Guru/TU/tenaga penjaga sekolah,

€. perencanaan, pengeiolsan kegiatan yang berkaitan dengan urusan
kepegawaian,

f. pengawasan, pengendalian kegiatan tata usaha dibidang
pendidikan,
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Pasal 62

Bapian Tata Usaha terdiri dari :

oo oorf

Sub Bagian Umum dan Perlengkapan,
Sub Bagian Kepegawaian;

Sub Bagian Perencanaan,

Sub Dagian Keuangan.

Pasal 63

Sub Bzgian Umum dan Pzrlengkapan mempunya: tuses
menyiapkan bahan pcrumusan rencans dan program rancenzan
peraturan, laporan dinas serta pembinaan organisasi dan tele
laksane dan penvususnan dan peavajian data, pengisuszn surii-
menvurat, kearsipan, rumah tangega dan perlengkapan

Sub bagien Percncansan mompunysi lugas menviapkan bale:
perumusan rencana dan program kebutuhan perlengkapanisaran
dan praesarana pengadaan, pengelolaan, pengembanganfinovs :
penyelenggaraan sarana dan prasarana, evaluasi, pengawasan/
pengendalian

Sut Bagian Heuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan
penyusunan anggaran pendapaten dan belanmja dinas, mengur:
pembukuan. melakukan penghitungan anggeran, venifikasi se...
pengurusen pebendaharaan.

Sub Bagran Kepegawazian mempunyai ivgas menvisphan behan
penyusunan rencana Kebutuhan dan pengembengan, mutas) s<fs
tziz usaks kepegawaian/tenaga pengajarftenaga bantu sekolah

Pasal 64

Sub Dmas IK dan SD mempunyal tugas menyelenggarakan, mengelcis,
mengevaluasi, mealaperkan kegiatan pendidikan TK dan SD yang
berkaitan dengan penetapan kurikulum, penetapan tenaga teknis sesia
kegiatan kesiswaan di lingkungan pendidikan TK dan SD.
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Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 64, Sub Dinas TK dan SD

mempunyai fungsi

a penetapen rencana/program pengembangan kurikuluia muatan
lokal/jukiak kendali mutu pendidiken tingakt TK dan SD;

b. pengusulan, psnetapan, pengembangan kzbutuhan tenega tekmis
pendidikan tingkat TK dan SD;

¢. penvelenggarakan pendidikan tingel:t TK dan 8D,

d. pengembangan pelaksanaan pendidikan tingkat TK dan 5D,

¢. pelaksanain, pengelolaan, pengembangan sarana dan prasaranz
kegiatan pendidikan tingkat TK dan SD;

{. peagembangan, pembinaan siswa tingkat TK dan 8D;

evaluasi, pengawasan, pengendalian, penyelenggaraan pendidikan

tingkat TK dan SD,

. engembangan, pembinaan partisipasi masyarazal

pendidikan tingakt TK dan 3D,

i. penyclenggarsan, pengembangan, pclaksanaan peadidikan TK dan
SD dengan pihak Ketiga.

= of

di  oiwdang

Pasal 66 o

Sub Dinas TK dan SD terdin darn
a., Seksi Kurikulum TK dan SD;

b. Seks: Tenaga l'eknis TK dan 5D,
¢. Seksi Kesiswaan TK dan SD.

Pasal 87

(1) Seks: Kunikulum TK dan SD mempunyal tugas menstapkan,
menvelenggarakan, mengembangkan, mengevaluasi, melaporkan

serta mengendalikan pelaksanaan kurikulum dan mutu kurikulum
pendidizan tingkat TK dan SD.

(2) Seksi Tenaga Teknis TK dan SD mempunvai tugas menstapkan,
mengusulkan. membina, mengembangkan kebutuhan tenaga
tekmis pendidikan tingkat TK dan SD

{3) Seksi Kesiswesn TR dan 50 mempunval iugss menciapkan,
membina sertz mengembangkan kegiatan siswa, kualitas/standar
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kopetensi siswa serta hubungan intern/ekstern siswa di szkelah TK den
5D,

Pasal 68

Sub Dinas SLTP dan SM mempunyal tugss tugss meny< enggars.az,
mengelola, mengevaluasi, malaporkan kegiatan pendidikan SLTF dzn
SM veng berkaitan dengan pensizpan kurikulum, penetzZ i fenegs
teknis serta kegiatan kesiswazr d1 lingkvngan pendidiken SLTP Zan
SM

Masal 69

Delam melaksanzkan tugas terszbut Pasal 68, Sub Dinas SLTP Zzn SM

nampunyal fuugn :

& penetapan rencana program pengembangan kunsllum  Susian
lokal/juklak kendali mutu pandidikan tingakt SLTT z:n SM,

b. pengusulan, penctapan, penzembangan kebutahern ienaga t2knis
pendidikan tingkat SLTP dan SM;

¢ penyelenggarakan pendidikan tingakt SLTP dan SM,

4 pengembangan pelaksanaan pendidikan tingket SLTF dan SM

¢ peclaksanaan, pengclolaan, pongembangsn sarena Jan prasafan:
kegiatan pendidikan ungka: SLTP dan SM.

{ pengembengan, pembinaan siswa tingkat SLI'Y dan >3,

¢ evaluasi, pengawasan, pengendalian, penyelenggerz:n pendidikex
tingkat SLTP dan SM,

% pengembangan, pcombinasn parusipsst masvarak.t di Widanz

pendidikan tingaki SLTP den SM.
1 penvelenggaraen, pengembangen, pelaksanaan per lidikan SLIT
dan SM dengan pihak ketiga

Pasal 70

Sub Uinas SL'UP dan M terdir dar
a Seksi Kurikulum SLTP dan SM,
b Seksi Tenaga Teknis SLTP dan 8M;
¢ Seksi Kesiswaan SLTP don SM.
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Pasal 71

(13 Seksi Kurikulum SLTP dan SM mempunyai tugas menetapkan,
menyelenggarakan, mengembangkan, mengevaluasi, melaporkan
serta mengendalikan pelaksanaan kurikulum dan mutu kurikulum
pendidikan tingkat SLTP dan SM

{2) Seksi Tenaga Teknis SLTP dan SM  mempunvai tugas
menetapkan, mengusulkan, membina, mengembangkan kebutuhan
tenaga teknis pendidikan tingkat SLTP dan SM

(3} Seksi Kesiswaan SLTP dan SM mempunyal tuges menetapkan,
membing sorta mengembangkan kegiatan siswa, kualitas/standar
kopetens: siswa serta hubungan intern/ekstern siswa dj sekolah

Pasal 72

Sub Dinas Pendidikan  Luar Sckolah, Pemuda dan Oish Raga
mempunya:r  tugas  menetapkan, mengeiois, menyelengpacaker,
membina dan mengembangkan, mengevaluasi serta mengendelikan
kegiatan bina program, penyelenggaraan tenaga teknis, pelaksanaan
sarana dan prasarana di bidang pendidikan luer sekolah, pemuda dan
olah raga

Pasal 73

Dalam melaksanalan tugas tersebut Pasal 72, Sub Dinas Pendidikan

Luar Sckolah, Pemuda dan Olsh Rage mempunyai fungs -

@  penclapan  rencana/program pengembangan kurikelum/jukisk
pendidiken luar sekolah, pemude dan olah raga,

. fasilitasi pendidikan luar sekolzh, pemudz dan olah raga;

¢ penvelangeraan, pengelolaan, pengembangan/inovasi sarang dan
prasarana  pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga
(perpusiakan;, SXBJ; N

d. penetepen rencena  kebutuhan fenage teknis/tenaga pengajar
pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga,

® inventarisasi dan pembinaan anak putus sekolah, siswa luar

sekolah, pemuda dan olah raga (ptamuka, paskibraka):

penyelenve sraun, pembinasn peran seria masyarakal di biduny

pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga,

=
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g evaluasy, pengawasan pangemdalian pendidikan luar sekolah,
pemuda dan clah raga;

i penetapan, pengembangan kualitas pendidikan luar sekolah
(akreditasi), kualitas standar kopentensi siswa pendidikan luar
szkolah.

Pasal 74

Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Clah Rage terdiri

dan ;

2. Sek:. Bina Program,

b Scksi Tcnags Tcknis Pendidikan Luar Sckolsh, Pomuda dan Olah
Rage;

¢ Seksi Sarana dan Prasarana

Pasal 75§

L

sksi Bina  Program mempunva:  tugas  men¢tepkan,
menvelenggarakan, mengembangkan dan mengevaluasi serta
mengendalikan pelaksanaan bina program pendidikiin  toar
sekelah, pemuda dan olah raga:

£2) Seks: Tenzga Teknis Pendidikan Luvar Sekoiah, Pemuda dan Olah
fags mempunyal fugas menetapkan, mengusulkan, membina,
mengembzngkan kebutuhan tenaga teknis pendidikan Juar
sekolah, pemuda dan olsh raga;

f3) Scksi Seruns den Prussrana meimpunyial  jugas menelapkan,
fasilitasi, mengelola kebutuhan sarans dan prasarana di bidang
pendidikan luar sekolsh. p=mudz dan olah rags,

Pasal 76

Sub Dinas Kebudayaan mempunyzi tugas merencanakan, menetapkan,
memfasilitasi, membina, mengembangkan, mengelala kebudavaan vang
@da d1 Daerah, peninggalan sejarah, seni tradisional serta H2nda-bends
museum purbakala.
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Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 76, Sub Dinas Kebudayaan
mempunyai fungst °

a.
b.

perencanaan, penetapan, rencanz/program kebudayaan,
perencanaan dan penetapan kebutuhan tenaga teknis/tenaga
pengajar di bidang kebudayaan,

fasilitasi dan sosialisasi pelaksanaan bidang kebudayaan;
pengelolaan, pengembangan sarana dan prasaranabidang budaya,
sejarah, seni tadisional, museum purbakala;

pembinaan, psngembangan, kemampuan siswe di  bidang
kebudayaan, scjarah, scni tradisional, muscum purbakalsa;
pembinaan, pengembangan kualitas tenaga teknis/tenaga pengajar
bidang kebudayaan, sejarah, seni tradisional, museum purbakala,
penvelenggaraan dan inovasi pendidiken & bidang kebudavaan.
sejarah, seni tracisional, museum purbakala;

penyclenggaraan kerja sams  Jongan pihak kctiga di bidang
kebudavaan, sejarah, seni tradisional, museum purbakale,
pengawasan, pengendalian, pelaksanaan di bidang kebudayaan,
sejarah, seni tradisional, museum purbakala;

Pasal 73

sub Dinas Kebudayaan terdiri dan :

8.
b.

(1)

(2)

Seksi Kesenian,
Seksi Sejarah dan Museum.

Fasul 7%

Seksi Kesenian mempunyai tugas menetapkan menyelenggarakan,
mengembangkan dan mengevaluasi  serta mengendalikan
pelaksanaan ¢i bidang kesenian di daerah

Seksi Sejarah dan Museum mempunyai tugas menectapkan
menyelenggarakan, mengembangkan dan mengevaluasi serta
mengendalikan pelaksanaan di. bidang sejarah, seni tradisional
dan bidang museum purbakala.




Pasal 80

Began Organisasi Dinas Peadidikan scbagaimana tersebut dalam
Lampiran 11l vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah in1

BAB VI
DINAS KESEHATAN

Baglan Kesatu
Kedudukan, Tugas Pekok dan Fungs!

Pasal B1

(£ Dines Kesehatan berkedudukan sebagai unsur pelaksana
Pemerintah Daerah vang berada dibavah dan bertanggung jeawab
kcpada Bupati meclalui Sckretaris Dacrah.

(2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala.
Pasal 82

Dinas  Xeschalan mempunyai tugas pokok merencanakan,
mengorganisasikan dan mengendalikan kegiatan di bidans kesehatan.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugss lersebul Pasal B2, Dimis Kesehaian

mempunyal fungsi :

2. penyusunan kegiatan di bidang kesehatan:

b. perumusan kegiatan koordinasi di bidang ketatausahasn:

¢ perumusen kebijakan kegiatan kefarmasian, pengawesan makanan

duni behan berbahaya; i

perumusan kebijakan pengelolaan pelayanan kesehata.;

¢ perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan gemberantasan
penyakit,

f. perumusan kebijakan di bidang penyehatan linzkungan dan
penyuluhan;

£ penyelenggaraan kebijakan di bidang keschatan keluarga:

[=Y
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h. pengendalian dan pengawesan lerhadap pelaksanaan kegiatan di
bidang kesehatan.

{1

in

B

= ot oo

SRt

P

a.

Baglan Kedua
Organlsasi

Pesal B4

as heschatan terdin dan ;

Kepala,

Wekil Kepala,

Bagian Teta Usaha,

Sub Dinas Farmasi dan Makanan:

Sub Dinas Pelavanan Kesehatan:

Sub  Dings Pemberzntasan Penvakit  dan  Penvehatan
Lingkungsan,

Sub Dinas Kesehatan Xeluarge dan Promosi Kesehatan,

Sub Pagian Umum dan Kepegawsian,

Sub Eazian Keuangan,

Sub Bagian Perencanaan;

Seks: Pengadaan dan Distribusi Obat;

Seksi Pembinean dan Pengawasan Obat dan Obst Tradicional:
Sczksi Pembinssn dan Ponpawassn Makanan dan bahan
berbahava;

Seksi Pembinaan P:lsavanan Penunjang Medik dan Sarana
Keselatan; i
Seks: Pembinaan Pelavanan Laboratorum dan Penunjang;
Seksi Perijinan dan Akreditasi:

Sehey Pemberantasan Penyekil Menular;

Seksl Pencegahan den Pengamatan Penvakit;

Seks: Penvehatan Lingkungan Pemukiman dan Tempat-tempat
Umum;

Eeksi Pengawasan Kualitas Air;

& %st Kesehulan Ibe, Anek dan Kcluatga berencana;

Seksi Kesehatan Remaja, Lansia dan Penvuluhan Kesehatan:

. Seks1 Gizi;

Seksi Peran Serta Masyarakat dan JKPM,
Cabang Dinas;

UPTD,

Kezlompnk Jabatan Funasional,
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(2) Beagian Teta Usaha dipimpin olzh seorang Kepala Bagian Tata
Usaha yvang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas Keschatan

(31 Masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas
yang berada di bawah dan bertanggung jawab hepada Kepala
Dinas Kesehatan

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin cleh seorang Kepala Sub
Begian yang berada di bav-ah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bagian Tata Usaha.

(31 Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi vang
beradz di bawsh dan bertanggung jawab kepada Kepals Sub
Dinas measing-masing.

Pasal 83

Wakil Kepala mempunyai tugas :

2. membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan
kewayibannva,

b mengkoordinasikan kcgiatan-kegiatan Dinas ke  dalam  sorts
membina hubungan kerja dientara para staf.

¢ melaksanakan tugas dan wewenang kepala Dinas Kesehatan apabila
Kepala Dinas berhalangan;

d melaksanakan tugas-tugas lain yang diberiakan oleh Kepala Dinas
Keschatan,

Pasal Be
Bagian Tata Ussha mempunyai tugas menyusun, mengorganisasikan,
menyelenggarakan  dan  mengendalikan kegiatan di  bidang
hepegawatan, keuangan, umum dan perencanaan kegialan.

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 86, Bagian Tata Usaha
wempunyai lungsi :



.

2 penyelengearaan rumusan koordinasi bimbingen serta pengendalian
kegiatan penyusunan anggaran,perbendashareen kepegawatan umum
dan perencanaan kegiatan;

perumusan kegiatan pengelolaan bidang kepegawaian,

perumusan kebijakan pengelolaan dibidang keuangan,

pengelolaan kegiatan kerumah tanggaan dan kelenghkapan;
perumusan kebijakan kegiatan dibidang ketatsusehzan

LI = T - o

Pasal BB

Bagien Tata Usaha terdini dan :

a. Sub Bagien Umum dan kepegaweian,
b  Sub Bagisn Kcuangan,

c. Sub Bagian Perencanaan.

Pasal 89
i1} Sub Bagian Umum dan Kcpcogawsisn mompunyei  ugas
merencanakan, mengorganisasikan, meicksanazkan can mengan-

daliken urusan umum dan kepegwaizan,

{2) Sub Bapgian Keuangan mempunvai tugas merencansken,
mclaksansksn pengclolaan bidang keuangan,

(3} Sub Bagian Perencanaan mempunva: ftuges  menvusun,
mengorganisasikan, menvelenggarakan serta mengendalikan
kegiatan dibidang perencanaan.

Pasal 90

Sub Dinas Farmasi dan Makanan mempunvei tugas merencanzian,
mengorganisasikan, menyelenggaraken dan mengendaliken kegieian
dibidang penyimpan, distribusi obat.

Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 90, Sub Dinas Farmasi dan

Makanan mempunyai fungsi :

a. perencansan hegislan dibidang farmwas:, poligewasan mshenan dan
bahan bernahava,
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perumusan kebijakan kegiatan penvimpanan dan distribusi obat;
pembuatan kebijakan techadap pengawasan obat dan obat terlarang,
pembuatan kebijakan terhadap pengawasan makanan dan bahan
berbahavya;

¢ pengendalian kebijakan dibidang farmasi, pengawasan makanan
dan bahan berbahaya.

[=S A - o

Pasal 92

Sub Dinas Farmasi dan Makanan terdiri dan

2 Seksi Pengadaan dan Distribusi Obat,

b, Seks) Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Obat Tradisional,

¢. Scksi Pembinsan den cngawasan Makanan dan Bzhan Berbahaya.

Pasal 93

13 Seks1  Pengadean dan Dhsinibust  Obat mempunyes lugas
merumuskan kegiatan, mengorganisasikan, menyclenggarikan dan
mengsndalikan kegiatan pengadoan dan distribusi obai.

{2) seksi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Obat Tr-adisional
mempunyal tugas merumuskan kegiatan, mengorganisasikan.
menyelenggarakan  dan  mengendalikan kcgiatan  dibidang
Pembinaan dan Pengawasan obat dan obat tradisional

{3) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Makanan dan Bahan Berbahaya
Tempunya: tugas merumuskan kegiatan, meng crganisasikan,
menyclenggarakan  dan mcngendalikan kegiatan dibidang
pembinaan dau pengawasan makenan dun bahan bemahave.

Pasal 94
Sub Dinas Pelavanan Keszhatan mempunyas: tugas m=rencanakan,
mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendaliban kegiaian

dibidang pelavanan kesehatan.

Pasal 95

Dalam melaksanakan lugas iersebul Pasal 94, Sub Dinas pPelayu:. ..
Kesehatan mempunyai fungsi -




perencansan begiatan dibidang pelayanan kesehatan,
perumusan ksbijakan tontang pembinaan pelayanan medik,
¢. perumusan kebijakan terhadap pemberdayvaan peiavanan laborat-
orium, kesehatan swasta dan kesehatan khusus,
. perumusan ksbijakan tentang perijinan dan akreditasi,
a pengawasen dan pengendalian terhadap pelayanan keszhatan

(=l -]

Pasal 96

Sub Dinas Pelayanan Kesehatan terdiri dan ¢

a. Seksi Pembinaan Pelayanan Medik;

b. Scksi DPembinaan DPelayanan [Penunjang Meodik dan Sarana
Kesehatan;

¢. %eksi Perjinan dan Akreditasi

Pasal 97
(1) Seksi Pemmbinzen Pelayanan Medik mempunavi inges mervimushan
kegiatan, mengorgasisasikan, menyelenggarakan dan

mengendalikan kegiatan dibidang pelayanan medik.

{2) Seksi Pembinaan Pelayanan Penunjang Medik dan Sarans
Kesehalan menpunayi lugas merumuskan kegieian,
mengorgesicasikan, menyelenggarakan d:z  menpgendelikan
kegiatan dibidang pembinaan  penunjang Medik dan Sarana
Kesehatan,

{3) Seksi Perijinan dan Akredilasi mewpunayi lugas wervinushan
kegiatan, mengorgasisasikan, menvelenggarakan dan
mengendalikan kepiatan dibidang perijinan dan ekreditasi

Pasal 98

Sub Dinas Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
mempuny2i tugas merumuskan, merencanakan, mengorganisasiken dan
mengendalikan  kegiatan dibidang pemberantasan penvakit  dan
penychatan lingkungaon.
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Pasal 09

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 98, Sub Dinas

Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai

Fungsi

a Perumusen dan perencanaan kebijakan terhadap kegiaten dibidang
pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan,

b. penentuan dan perumusan kebijakan kegiatan pengawasan
penyakit dan penanggulangan ELB:

¢ perumusan  kebijakan kegiatan dibidang pencegahan dan
Penagamatan penvakil,

d  perumusan kebijakan terhadap kegiatan dibidang pemberantasan
penyakit menular:

€. pembuatan kehijakan terhadap pengawasan dan pengendalian
keglatan pemberantasan penvakit menular:

{.  pzmbuatan kebijaken terhadap kegiatan pengewasan kualitas air;
pembuatan kebyakan terhadap Kegiatan dibidang penvehatan
itngkungan pemukiman dan tempat-tempat umum

Pasal 100

Sub Dinas Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri

dari -

a. Seksi Pemberantasan Penyaakit Menular,

b. Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penvakit,

€. 52ksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Tempat-tempat
umum;

d. Seksi Pengawasan Kualitas Air.

Pasal 101

(1) Seksi Pemberantasan Fenyakit Menular mempunyal tugas
merumuskan, mengorgani-sasikan, menyelenggarakan dan
mengendalikan kegiatan pemberantasan penyakit menular

(2) Saksi Pemberantasan Penyakit Menular mempunyar tugas
merumuskan, mengorgani-sasikan, menyelenggarakan dan
mengendalikan kegiatan pencegahan dan pengamatan penvakit.
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{3) Seks: Pembzrantasan Penyekit Menular mempunyar tugas
merumuskan, mengorgani-sasikan. menvelenggarakan  dan
mengendalikan kzpgiatan dibidang penvehatan  lingkungan
!‘I:'I'I'Ilikiﬂ'lﬁ:'."l- l'lﬂ".\ '|¢'|'I'Ir‘at-fﬂ“‘lri$tf NTanm

i4) Seks: Pemberantasan Penvakit Menular mempunyar tugas
merumuskan.  mengergani-sasikan, menvelenggarakan  dan
mengendalikan kesiatan pengawasan kualitas air.

Fezel 102

Sub Dinas Kesehatan Keluars: dan Promosi Keschatan mempunvai
tugas  merumuskan, merencanakan, mengorganisasikan  dan
mengendalikan Lkegistan-Kegistan bidang kessehatan keluarga dan
Promosi Kesehaten,

Pasal 103

Dalsm melsksanakan tuegss tersebut Pasa! 102, Sub Dinas Keszhatan

Lelvarge mempunya: fongsi

&. perencansan kebijakan kegiaten dibidang kesehatan Eeluarga dan
Fromosi Kzluarga,

b. pembustan 1umusan kebijaken dalam pengslolaen kes*ha!m 1hu,
anek dan keluarga berencana;

¢. perumuasen kebijekan Legisten dibidang kesecheten remeje den
lansia;

d perumusan kebijakan dalam pengelolagn peningkatan gizi;

¢. pengawasin dan pengendahen tethadap keziatan dibidang

keschatan keluarge,

pembuaten kebijakan terhadep paren serte mesyerakat dan JNPM,

"

Fas=al 104

Sub Dinas Kesehatan Keluarga terdin dan ¢

&. Seksi'Keschatan Ibu, Anak den Keluarga Berencans,

b. Seksi Kesehatan Remajs, Lansia dan Penyvuluban Kesehatan,
c. Seks1Giz;

d. SeksiPeran Serta Masyarakat dan JKPM.
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Pasal 105
(1) Scksi Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana mempunyai
tugas merumuskan rencana, mengorganisasikan, menyelenggara-
kan dan mengendalikan kegiatan dibidang kesehatan itbu, anak

dan keluargan herencana

{23 Seksi Kesehatan Remaja, Lansia dan Penyuluhan Keschatan

mempunval tugas merumuskan rencana ., mengorganisasikan,
mziyvzlenggarakan dan mengendalikan kegiatan kesehatan ramaja
dan lansia.

i3} Seks1 Gizi mempunyai tugas merumusksn rencana, mezngor-
ganisasikan, menvelenggarakan dan mengendalikan kegiatan
tentang peningkatan gizi.

(1) Szksi Pz2ran Sertz Moeasyarakat den JEPM mempunyai tuges

merumuskan rencana , mengorganisasikan, menyelengga-akan dan
mengendalikan kegiatan bagi peran serta masvarakat dan JKPM.

Pasal 106
Dagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tersebut dalam
Lzmpiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratutan
Dazrah ini.
BAB VII
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 107
ill Dinas Penindustnian, Perdagangan dan Koperas: h-:r'r:cdudul-:an“
sebagai unsur peleksana Pemerintah Dazrah yang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Dupati melalu: Sekretaris Daerah

{2) Dinas I-1.ndustrian, Perdagangan dan Koperasi dipimpin olsh
seorang Kepala.




. T

Pasal 108

Dinas Perindustrain, Perdagangan dean Koperasi mempunyai tugas
pokok melaksanakan perencanaan, pengorganisasian,pelaksanaan,
penganggaran  dan  pengendalian 41 bidang penanaman  modal
(investasi), industri perdagangan dan koperasi di Kebupaten Rembang.

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas Pokok tersebut Pasal 108, Dinas
Perindustrain, Perdagangan dan Koperas: mampunyei fungsi :

a. sinkronisasi penyusunin rencana dan  program  pembangunan
investasi (penanaman modal),. industri, perdagangan dan koperasi
atas dasar keterpaduan, kebijaksanaan kementrian negara investasi,
dzperindag, dan Depkop serta serta instansi pemerintah propinsi
terkait lainnya,

pemberian bimbingan dan penyvlulain dalam pelaksanaen kzgiztan
investasi industri, perdegangan da koperasi;

¢. pemberian tambingan teknis pelaksenaan program sekroral di
bidang investasi domestik/asing, industri, perdagangan serta
koperasi kecil dan menengeh,

evaluasi pelaksanaan Kkebijaksanaan teknis, bimbingan dan
pengembangan investasi, industri perdagangan dan kopzresi di
wilayvah Kebupaten Rembang,

e lonsultas: dengan pemerintah propinsi dan me!zhsanakan Lubungan
Larja sama dengan instansi lain serta organisssi/asosies: dunia
usaha di wilayah Kabupaten Rembang,

bimbingan dan pengendalian pelaksanaan penyedizzn dan
penvaluran model, btersng dan jasa serie  penyiep:n  dan
pelaksanaan urusan perijinan.

e

Ek
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Baglan Kedua
Organisasl|

Pasal 110

{1} Dinas Perindustrain, Perdagangan dan Koperasi terdin dari :
a Kepala,
b. Bagian Tata Usaha;
¢. Sub Dinas Pengembangan Investasi,
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Sub Dinas Pengembangan Perindustrian;
Sub Dinas Pengembangan Perdagangan;
Sub Dinas Pengembangan Koperasi,
Sub Ragian Perencanaan dan Lithang,
Sub Bagien Umum dan Kepsgewaian,
Sub Bagian Kevangan dan Perlengkapan,
Seksi PMA/PMD,
Seksi Kemitraan;
Seksi Potensi Daerah;
. Szks: Bina Sarana Industri;
Seksi Bina Usaha Industri;
Seksit Bina Produksi;
Seksi Bina Usaha Dagang,
Sekst Metrologi dan Perlindungan Konsumen,
Seksi Bing Pasar dan Promost,
. Seksi Koperasi;
t Seksi UKM;
u. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam,
v. Cabang Dinas;
w. UPTD,
x. Kelompok Jabatan Fungsional.

=g v om L
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2} Bagian Tata Ussha dipimpin oleh seorang Kepala Bagiarn Tatz
Usaha yvang berada di bawah dan bertanggung jawab k:nade
Kepala Dinas Pendidikan

(3} Masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh seorang Hepaiz Sub
Dinas vang berada di bawah dan bertanggung jawah k:-ads
Kepala Dinas Pendidikan.

*4) Masing-masing Sub DBagian dipimpin oleh seorang Kepal: Sub
Bagian vang berada di bawah dan bertanggung jawab k:rada
Kepala Bzaran Tata Usaha

t3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Szks: - ang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepal: 3ub
Dinas.
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Pasal 111

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyusun dan menyelenggarakan
prusan perencanzan , penelitian dan pengembangan, umum dan
kepegawaian, kenangan dan perlengkapan

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Pasal 111, Bapian Tata

Usaha menmpunyvai fungsi:

&. penyusunsn rencenz dan programn ketatalekeangan, pelaporen,
pengendalian dan evaluasi, penchtian dan pengembsangan seria
organisasi dinas,

h. pelaksanaan pengurusan rumah tangga, surat meyurat,kearsipan dan
kehumasan;

¢. peleksaneen pengelahan edministras: kepegaweian,
pelaksanaan pengurusan adiministrasi kenangan,

¢ penvelenggaraan, pengelolazn kegiatan di bidang perlengkapan

Pasal 113

Dagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Sub Bagian Persncanaan dan Litbang;

b. Seb Bagian umum dan Kepegawaian,

¢. Sub Bagian Keuvangan dan Perlengkapan.

Pasal 114

(1) Sub Bagian Perencanzan dan Litbang mempunyar tuges
melaksanakan penyiapan bzhan perumusan rencana dan program,
penyizpan bahan laperan dinas, penyiapan rancangan peraturan
dan pembinaan organisasi beserta penelitian dan
pengembangannya.

{2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan surat-menyurat,
kearsipan, kehumasandan rumah tangga serta pengelolaan
administrasi kepegawalan.
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Eub Bagian Keuangan dan Pzrlengkapan mempunyal tugas
melakukan penyispan bahan panyusunan anggaran pendapatan
dan belenja dinas. perbendaharaan dan administrasi keuangan
lainnya, s2ria pengelolaan alat-alat perlengkapan dinas

Lad
—

Pasal 113

Sub Dinas Fengembangan Investasi mempunvai tugas melaksanakan
perancanasn, pengoerganisasian; pelaksanzan, penganggaran  dan
pengendalien  dalam  pengelolaan  pesnanaman  medal  baik
PMA/demeznik,menielin kerja sama/kemitraan se2rta pengembangan
potenst daerah

Pasal 110

Delam  melaksanakan tuges  tersebwe  Pasal (15 Sub Dipas

Pengembangan Investas. mempunyai fungsi

& pengeiolaan peijinan pelaksanaan Fenanaman Modal Dalam
Neger (PMDN)/ Domestik dan PMA;

b. pembenan persetujean aias penanaman modal baru, perluasan dan

perubzhan penanaman medal;

pemberian fasilitas perijinan pelaksanaan penenaman modal,

menjamin regulasi kemitraan usaha;

kezrja sama dengan pihzk luar negzri,

pangambangan potensi-potensi (sektor unggulan’® dan sektor lain.

=

Pasal 117

Sub Dinas Pengembangan Investasi terdin dari .
a. Seks: PMA/PMD,

b. Sekst k2mitraan;

¢ Seksi Potensi Daerah

Pacsal 118

(1} Seksy PMA/PMD mempunyai tugas .
& memberikan peijinan pelaksanaan Penanaman Modal Dalam
wegeri/Domestik dan PMA;
b. memberikan persetujuan atas penanaman modal baru,
perluasan dan perubahan penanaman modal;
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¢. memberikan fasilitas perijinan pelaksanaan penanaman modal

yang meiiputi

- Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT),

- Surat Persetujuan Pebean;
Surat persetujuan pemberian fasilitas parpajakan atas
perolehan barang modal;
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (IKTA),

- 1jin Usaha Tetap (IUT),

- Ihn Lokasi;

- ljin UUG/HO.

{2} Seks: Kemitraan mempunyvai tugas
a. mengembangkan kerja sama antar pemilik modal baik pemilik
asing/lokal dengan Pemerintah Daerah;
b. memfasilitasi terjadinga hubungan kerja sama baik berupa
perjenjian, kesepekatan, pembagian ksuntungen, dsb

(3) Seksi Potensi Daerah mempunyai tugas
a. melakukan pendataan potensi sumber dava alam di Daerah,
b. mengolah dan menyajikan data potensi Daerah;,
¢. membuat propesal penawaran potensi dasrah.

Pasal 119

Sub  Dinas  Pengembangan  Perindustrian  mempunyai tugas
melaksanskan perencanasn, pengorganisasian, pelaksznasn,
penganggaran dan pengendalian dalam kegistan penindustrian,baik
dalam perijinan, pengembangan usaha dan bimbingan reknis produksi

Pasal 120

Dalam mlaksanzkan tugas tersebut Pasal !19. Sub Dinas

Fengembangan Perindustrian mempunyai fungsi :

¢ pendataan dan inventarisasi meliputi jenis usaha industri, jumlah
pengusaha, jumlah tenaga kerja dan lain-lain data vang diperlukan;

b. pelayanan ijin usahe industr,

¢. pemberian bimbingan teknis pelaksanaan pengembangan sarana
mndustri,

. pembenan bimbingan teknis usaha industri;
e. pemberian bimbingan teknis industri;
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I pembzrian himhingan teknis serta pamantaan penanggulangan dan
pencegahan pencemaran.

Pasal 121

Sub Dinas PengembanganPerindustraian rerdiri dart
a. Seksi Bina Sarena Industri,

b, Seksi Bina Usaha Industri;

¢ Seksi Bina Produksi,

Pasal 122

{1} Seksi Bina Sarana Industri mempunvai tugas -

memberikan ljin Usaha Industri {TDI dan 1U;

memberikan bimbingan pengembangan pebrik/provik,

memberikan bimbingan pemiliker dan pengsunsan mesin dan

perziatan (teknelogi) industs,

d. membenkan bombengan peilihan dan pengeunsan  bahew
baku/penclong

or oo

”

{2} Seksi Bina Usaha Industri mempunyai tugas

¢. memberikan  bimbingen  teknis  untuk  menngkaton
ketrampilan dan Yemampuan pengusaha indusiri;

b meningkatkan kerja sama keterkeitan eantver sub  sekt
industri maupun dengen sekior ekonom: lainnva,

¢. memberikan bimbingan teknis penangslangan ~+=:um-
lingkungan,

d. melakukan pemantauan dan pencegahan pencemaran industri

(3) Seksi Bina Produksi mempunyai tuzas

. memberikan bimbingan peningkaian Wil
produksifindustri;
penerapan standar industri,
melakukan pengawasan mutu produksi/industri
diversitikasi dan inovasi industry,
melakukan uji kelayakan produk industri baru.

nan o

Pasal 122

Sub Dinas Pengembangan Perdag -igan mempunyai tugss meol.
kan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengancenren don
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pengemdalian di bidang perdagangan meliputi penerbitan usaha
dagang, mstrologi, promosi dan pemesaran.

Pasal 124

Delam melaksanakar tugas tersebut Pasal 123, Sub Dinas
Pengembangan Perdagangan mempunyai fungsi

a pengadaan bimbingan usaha dan prasarana perdagangan.

b pengadsan bimbingan pengembangan eksport import;

¢. pelaksanaan pembinaan pendaftaran perusahaan,

d. pengedaan bimbingan kelancaran pengadean den penyaluran barang
pokok, barang penting, barang umm lainnya

penvelengearaan Lzgiatan kemetrologian,

pelaksanaan promosi dan pemasaran.

4
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Pasel 125

Sudb Dunas Pengembangan Perdagangan terdin dan
4, Seks: Bina Uszha Dagang,

b. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen:
€. Seket Bina Pasar dan Promosi.

Pasal 120

(1} Seks: Bina Usaha Dagang mempunyal tugas .
menyslenggarakan pendaftaran perusahaan,

memantau pelaksanaan pendaftaran perusahaan.
menyajikan informasi daftar perusahaan,

memberikan 1jin usaha perdagangan;

menerbitkan 1jin gudang;

menyelenggarakan keagemnan perusahaan asing,
melakukan pengawasan dan pengaturan perusahaan asing;
melakukan perlindungan dan pengamanan usaha

St e R0 oo

(1) Seksi Metrologi dan perlindungan Konsumen mempunyal iugas :
@ mengelolan standar ukuran, cap tands tera dan sarana
kemetrclegian lainnya,
b memeriksa dan menguji standar tingkat empat untuk alat-alat
ukur, takar, imbang dan perlengkapannya,
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¢ mendat dan tera ulang alat-zlat vkur, takar, timbang dan
perlesgkspannya,

d. melakukan Pengawasan penggunaan alat-alat ukur, takar.
timbang dan perlengkapannya,

e memberikan himbingan telnis kzpada  pengusaha  .n
repemstir alar-alat ukur, taker, timbang dan perlengkapann: .-

{ mengempulkan dan mengolah data alat-alat ukur, za%..
timbang dan perlengkapannya;

13} Seksi Binma Pasar dan Promosi mempunyai fungsi
¢ membenkan bimbingen dan memantzy pengadasn pengsc:an
sertapenyzluran barang pokok dan barang penting:
b. memmtau harga dan mur barang &i tingkar produsen zen
tingkat pasar ( vang beredar),
¢ memberizan bimbingan promosi dan pameran daganz di
delemnepear;:

d. membenikan pembinaan usahe pemasaran hasal produks::
€  membderikan pembinaan pengembangan eksror.

T melsvani informasi pasar,

2. mamamtau Kegiatan efisiensi import.

Pasal 127

Snb Dings Fexgembangan Koperasi mempunya: tugas melaksapzi.n
PETencansan,  pengorganisasian, pelaksanzan, penganggaran
pengendelian & bidang usahe koperasi, pembinsan usahe kecii can
meneneah sere kemitraan vsaha dan permodalan

Pasal 128
Deiem melalsanakan tuges tersebut Pasal 127, Sub  Di-as
FengembanganKoperasi mempunyal fungs) -
&8 pelayenan perijinan usaha koperasi,
b memberiian bimbingan teknis ussha hojperast, vasah keci)
menengah, mhinen kemitraan uszha dan permodalan:
menalin regnlais kemitraan usahs baik antar PRM den koperas:.
memfasilites: pendirian usaha koperasi, hubungan keria sesmz dan
usaha peroiehan modal:
pengembeng@n (d:-:rsifikesi) usaha koperasi, usaha kecil fun
menengah:

E ™

L ]
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f. pengembangan jaringan usaha (network),
pemantauan dan pengevaluasian perkembangan usaha koperasi
PKM, jalinan kemitraan dan jaringan usaha serta arus permodalan.

]

Pasgal 129

Sub Dinas Pengembangan Koperasi terdiri dari ;

a. Seks: Koperasi,

b. Seksi UKM;

¢. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjem.

Pasal 130

(1) Seksi Koperasi mempunyai tugas .

membenkan pelayanan administrast perijinan usaha koperas:,
pengesahan kata pendinian,

melakukan uji kelayakan usaha koperasi,

deversifikasi usaha koperasi,

melakukan penjajakan usaha baru,

N oL ore

{2) Seksi UKM mempunyai tugas :
a. memberikan bimbingan teknis pengelolaan usaha kecil dan
menengah,

b. mneningkatkan Kemampuan, ketrampilan dan  keahlian
pengelolaan UKM

{3) Seksi Fasiittasi Pembiavaan dan Simpan Pinjam mempunyai tugas

a. mengiventarisir dan mensosialisasikan skim kredit;
b. bimbingan teknis pengelolaan simpan pinjam.

Pasal 131

Bagan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperas:
sebagimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dani Peraturan Daerah ini.
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EARB VIII
DINAS TERTANIAN

Bagian Kesatu
Ledudulan, Tugas Pekok dan Fungst

Pasal 13

Bt

i Dhnas Pertanian bsrkzdudukan sebagai unsur pelaksana
Pamer ateh Deersh veng berade dibawseh dan bertangour  awalb
repads Bupatt meleles Sekretanis Daersh

(3, Dhnas Perteman Zipimpan olsh secrang Kepale.

Pagel 133
Dinzs Periznian mempunyal tugas pokol merencanakss, men rgan.
cpeikan,  menvelengesrelan, melaksenskan  don menge: alikar-
kegiztan di bidang pertanian.

Fasal 114
Delam melaksanaken tugas pokol tersebur Pasal 123, Dinas F--teniar
mempunval fungsi
& p2rencenaan, pelabisensen, pengendalien < vhings:

pembEnguUnan perianian;
b pelaksanaan, pergorgenisesian kegiatan pembangvnan perte: i2n,
¢ pelaksanaan pengembangan produksi pertanian,
d. pelaksanaan pengembangen usaha pertanian dan . obisn:-
< pelaksansen pemenfestan pengembengen lizhen pertaniar r2-
kejizn iklim dan 1212 guna sir;
pengembangan konservasi dan rehabiiitasi lafizn
penyelenggarean bimbingan dan pelatihan;
pelaksanaan pembinzan dan pengendalian [ uyva pers
tanamean kesehetan hewsan dan dan keszhatan masyarakat vateriner,
pelaksanaan penvebaran dan pengembangan te | !,
penembangan saran: dan prasarana pertanian,

pelaksanaan urusan tata usaha

=t

o b -
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Baglan Kedua
Organlsas)

Pasal 135

Danas Pertanian tz2rdin dan
& Kepala.
b Wakil Kepals,
Bagian Tata Usaha,
Sub Dines Pertanian Teanamen Pangan 4 n Holukultura:
Sub Dinas Perkebunan:
Sub Dinas Kehutanan,
Sub Dinas Peternakan,
Sub Bagian Perencanaan;
Sub Bagian Umuem dan Kepegawaian.
Sub Baman Keuangan,
Seksi Produkst Padi, Palawija dan Hortikeirura:
Seksi1 Rehabilitasi dan Pengembangan lahan;
. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan,
Seksi Uszha Tani dan Pengolahan Hasil
Seksi Pengembangan:
Seksi Produks:;
Seksi Usaha Tani,
Seksi Perlindungan Tanaman:
Seksi Konservas:,
Seks: llutan Rakyat.
Seksi Ferijinan dan Kelembagaan,
Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak,
. Seksi Budidava dan Produks: Petarnakan;
S2ksi Kesshatan Hewan dan Kesehatan Masvarakat Vetariner,
Seksi Usaha Peternakan,
. Cabang Dinas
aa. UPTD;
bb. Kelompok Jabatan Fungsional.

= E'_‘-T—' bl - - I - PR
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Dagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Dagian Tats
Usaha vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas Pertantan

v
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Lat
—

Masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh teoianz Hepala Sub
Dinas vanpg berade &1 bawabk dan bertanggung ‘awab kepada
Kepals Dunas Perianian

(41 Masimg-masing Sub Ragian dipimpin aleh s2ovang Kepala Snh
Hegizn veng berada di bawah dan bertangoung jawab kepade
Kepale Bagian Tata Usaha

I..‘l

Masing-masing Seksi dipimpin colek szorang Kepals Seksi Vang
berzds di bawah dan bertanggung jawab kepada kepals Sub Dinas
mesing-masing

FPasal 136

Weasl Kepals mempanyal tugas |

membenty Nepeiz Dinse Pertenien delem melekzanaban rupss dan

rewatthannve:

t. menghkcordinasikzan kzgiatan-Kegiatan Dinas ke dzlam  s:r1z
membing hubungen kerja diantars pase staf

¢ melsksanakan tugas dan wewenang kepala Dinas Pertanian apabila
hepele Dinas berhelangen;

¢ meleksanakan tugas-tugas lain vang diberiakan oleh Kepzla Dinar
FEeTianian

Pasal 137

Bagizn Tata Usahz mempunvai tugas, menvelenggarakan urusan
perencanaan, umum, kzpegawaian dan keuangan.

Pasel 138

Dalem melakseneken tugas tersebur Pasal (37, Bagian Tare Usaha
mempunya fungsi -

= PeRYussnan rencena  dan program  Ketetalahsanaan, pelapo:s
cengendalian dan eveluasi serta pembinean organisasi;

pengeiolazn administrasi kepegawaian,

pengelolaan adminisiarsi keuangan;

pelaksanaan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat
menvurat dan kearsipan serta kehumasan.

a n o
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Pasal 139

Bagian Tata Usaha terdiri dari

2. Sub Bagian Perencanaan;

h. Sub Ragian Umuam dan Kepegawaian;
¢. Sub Begian Keuangan,

Pasal 140

(i} Sub Perencanaan mempunvai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusen rencens den pregem, penyajian bahen laperen dinas,
penyajian rancangan peraturan serta pembinaan organisasi dan
1ata [aksana serta penyusunan dan penvajian data.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
menviepken bahan  penyusunan  rencan:  kabutuhan  dan
pengembangan pegawal, mutasi pegawai, tata usaha kepegpawaian
serta pengurusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangza dan
perlengkapan,

(3) Sub Bagien Keuangan mempunyei tugas menyiapkan behan
penyusunan anggaran pendapatsan dan belanja Dinzs, mengurus
psmbukuan, malakukan perhitungan anggaran, venfikasi. serta
mengurus pebendaharaan

Pasal 141

Sub Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunvai
tugas  merencanakan, mengorganisasikan,  menvelenggarakan,
melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di bidang pertanian
tanaman pangan dan holtikultura.

Pasal 142

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 141, Sub Dinas Pertanian

Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalain dan evaluasi kegiatan di
bidang produksi tanaman raigan dan hortikultura, pengembangan
lahan dan perlindungan tanaman pangan;
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b pelsksansan pengkajian, pengujian dan bimbingan penerapan
teknik pembiakan budi daya tanaman pangan den hortikeltura,

¢ penyelenggaraan bimbiigan dan pengendalian kebutuhan,
penvediaan dan distribusi serta pengawasan muiu iens pupuk dan
henih:

d pelaksenean penpawasan mutu jenis produksi dan hasil olehan
pertanian,

¢ pelaksanaan identifikasi, invebtarisasi dan pemetaan tars ruang
areal pengembangan lahan pertanian;

f pelaksanaan bimbingan teknis dan penetapan arsal dan lokasi

pengembengn, rehabilitasi lahan kritie dan konserves: tanah den +

pada Kawasan pertanian,

pelaksansan identifikasi, pemetaan, pengawasan, pengemdalian « an

bimbingan penanggulangan SCrangan Organisme pengganyou

tanaman, penyakit tanaman serta eradikasi tingkat Kabupaten,

h pelaksenzen bimbingan dan pengewesan pengadaan, penpedoan
dan penggunaan herbisida dan pesiisida.

Fig

Pasal 143

Sub Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Heltikultura terdiri dari -
Seksi Produks: Padi, Palawija dan llortikultura:

b Seksi Rehzbilitas) dan Pengembangan Lahan;

¢. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan;

d  Seks: Usaha Tani dan Pengolahan Hasil.

Pasal 144

(1) Seksi Produksi Padi, Palawija dan Hortikultvra memormvai
tugas melaisanakan pengkajian, penguiian din Lo,
penerzpen takmik pembiaken, budi days tanamen pangan .
hertikuliura. bimbingan dan pengendalian kebutuhan, penved -
distribusi dan pengawasan mutn jenis benik serte produke: !
olahan pertanian.

(2} Seks: Fehebilitasy dan Pengembangan Lahan mempunyei tugas
melaksanakan identifikasi, inventarisasi, pemetaan iais i
bimbingan teknis dan penetapan areal pengemangan lahan seria
rehati’iast lahan kntis dan konservasi tansh dan air Pau
kawasan pertanian.
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(3)  Sekst Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai  tugas
melaksanakan identifikasi, pemetaan, pengawasan, pengendalian
dan bimbingan penanggulangan serangan organisme pengganggu
tanaman dan penakit tanaman serta bimbingan dan pangawasan
pengadaan, pengedaran dan penggunnan herhisida dan pestisida

f4) Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas
melak:anakan pembinaan dan pengembangan usaha psngolahan
asil pertai.ian, agrobisnis dan agroindustri dan kemitraan usaha
scrta penyelenggaraan perijinan usaha bidang pertanian.

Pasal 145

Sub  Dinas  Perkebunan mempunyai tugas merencanakan,
mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kegiatan
di bidang perkzbunan

Pasal 1446

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 145, Sub Dinas Perkebunan

mempunyai fungsi :

4. perencanaan, pelaksanaan, pengemdalian dan evaluasi kegiatan di
bidang perkebunan;

b. pelaksanaan bimbingan teknis dan penctapan ereal dan lokasi
pengembangan, rehabilitasi lahan kritis dan onservasi tanah dan air
peda kawasan perkebunan,

¢ pelaksanaan idenuifikasi, inventarisasi dan pemetaan tata ruang
areal pengembangan lahan perkebunan;

¢. peleksznaan pengawasan mutu jenis produksi dan hasi! olahan
perkebunan;

¢. perencenzan, pelaksanzan, pembinaan  dan pengembangan
kelembagaan petani, usaha tani dan pola kerja sama;

[ pelaksanaan identifikasi, pemetaan, pengawasan, peéngendalian dan
bimbingan penanggulangan tanaman.

Pazal 147

Sub Dinas Perkebunan terdiri dari :
a. Seks: Pengembangan;
b. Seks: Produksi;
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¢ Seksi Usaha Tani,
d. Sekss Perlindungan Tanzman.

Pasal 148

(11 Seksi Pengembangan mempunyar tugas mengembangkan pragram,
materi, metods den sisten kerjs bimbinen dan pelatthen £ badeng
perkebunan.

(2) Seksi Produksi mempunyai tugas merumuskan, melaksanzkan
identifikasi dan malakuka pengawasan di bidang produksi

{3) Seksi Usaha Tami mempunys: lugas merumusean, merencanakan,
menvelenggarakan, mengembangkan dan meleksanakan kegiatan
bidang usaha tani.

{4y Sekegr Perlindunpan Tanaman mempunyar !uges mrerumuzhan,
merencananan, menyelenggaraken dan  mengorganisasikan
pelaksanaan bidang perlindpngan tanaman

Pasal 149

Sub Dinas Kehutanan  mempunyai tugas merencanakan,
mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kegiztan
di bidang kehutanan

Pasal 130

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 149, Sub Dinas Kehutanan

mempunyai fungsi :

a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evalues: keguit:
kehutenan,
perumusan kebijakan dan program konservasi bidang kehutanan,

c. perencanaan, pengorganisasian, pengendalian  den  evaluzs’
pelaksanaan program pengembangan hutan rakyat,

d. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang periinan
kelembagaan.

Fasal 151

Sub Dinas Kehutanan terdiri dari :




a.
b.
.
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Seksi Konservasi;
Seks:1 Hutan Rakyat;
Seksi Perijinan dan Kelembagaan.

Pagal 1572

Seksi Konservasi mempunyai tugas merumuskan kebijakan,
menvelenggarakan dan merencanakan serta mengendalikan
kegiatan bidang konservasi.

Seks:  Huten  Rakyat mempunysi tuges merumuskan,
merencanakan dan  menyelenggeraksnserta mengendahikan
kegiaten bidang pengembangan hutan rakyat.

Seksi Perijinan dan Kelembagaan mempunyai togas merumuskan,
merencenekan dean menyelengparekan sertz mengendahikan
wegiatan bidang perijinan dan kelembegsan.

Pasal 153

Sub Dinas Peternekan mempunysi tugas merencenakan, meng-
organisasikan, menyelenggarakan, melaksangkan dan mengendalikzn

keg

Dal

iatan bidang peternakan.
Pasal 154

am melaksanakan tugas tersebut Pasal 153, Sub Dinas Peternakan

mempunyai fungsi :

a.

b

perencanaan, pelaksanaen, pengendalian dan eveluasi kegiatan di
bidang peternakan;

pelaksanaan identifikes: dan penyizpan lokas: penyebaren dan
pengembangan peternakan;

pelaksanasn penataan dan urusan redistribusi ternak;

. pelaknanaan pengkajian, pengujian dan bimbingan penerapan

teknik pembiakan, budi dava dan pemeliharaan ternak;

pelaksanaan identifikasi kebutuhan pengadsan, penyimpanan dan
penyaluran semen dan mudigah serta memantau inseminasi buatan
dan alih mudigah;

pemantauan, pengadaan, peredaran dan penggunaan pakan,
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pengamatan, penyidikan, pencegahan dan pemberantasan penvakit
hewan;

pelayanan kesehatan hewan dan pemantsuan peredaran dan
penggunaan obat hewan

Pasal 155

ub Dinas Peternakan terdin dari -
Seisi Penyebaran den Pengembangan Ternak:
Sexst Budi daya dan Produksi Peternzkan,
5¢ks1 Kesehatan hewan dan Kesehatan Masvarakat Veteriner,
Sehet Uzaha Peternakan,

Pasal 1356

Szks1 Penvebaran dan Pengembangan Ternak mempunvai tugas
melaksaneken tdentifikas: dan penviapan lokasi penvebaran dan
penigemabngan peternakan seria penataan redistribus: ternak

Szkst Budi Dava dan Produksi Peternakas mempuneayl tugas
mzisksanakan pengkajian, pengujian dan bimbingan penerapan
tekmk pembiakan, budi daya, pemeliharasn ternsk dan
pemantauan inseminasi buatan dan alih midigah seta produksi
ternak bibit, pengadaan peredaran dan penggunaar pakan.

Seksi Kesehatan Hewan dan Kesshatan Masvarakat Veatzsniner
mempunval  tuges melaksanakan  pengamaten, penyidikar
encegahan dan pemberantasan penvakit hewan, relayanan
heian serta hygiene dan  sanitasi lingkungan . usaha

Sz2ks1 Ussha Peterralan mempunyal tuges me eksenakan
pembinaan dan pengembang:n  usabs pengolatan  hasil
reternakan, kemitraan usaha dan penveienggaraan perijinan
uzgzha 11 bidang paternakan.

Pasal 157

Szgan Organisasi Dinas Pertanian sevagimena tersetut dalam
Lampiren VI vang merupakan bagian fidak terpisahkan dari Peraturan
Dezrah ini.




=91 -

BAB IX
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

Baglan Kesatuy
Kedudukan, Tugas Pokok dam Fungsi

Fasal |58

i1y Dinas Penkanan dan Kelautan berkedudukan sebagai unsur
pelaksena  Pamerinteh Da2regh  yeng  berads dibaweh den
bertangzung jawab kepads Bupati melalui Sekretanis Daerah

(2) Dinas Perikanan dan Kelauran dipimpin oleh seorang Kepala
Pasal |5v

Dinas Pertkanan dan Kelautan mempunvar tugas pokok merencanakan
mengorganisasikan, menyelenggarakan, melaksanakan, dan
mengandalikan kegiatan di bidan perikanan dan kelautan.

Paszl 160

Daiam mzlaksanakan tugas pokok tersebut Pasal 159, Dinas Penkanan

dan Kalautan mempunyai fungsi

a. pelaksanaan, perencanaan, penyusunan, pengendalian dan evaluas)
program pembangunan perikanan dan kelautan:

b pelaksanaan pengorganisasian kegiatan pembangunan perikanan

dan kelautan

pelaksanaan pengembangan usaha,

pelaksansan pengembangan produksi perikanan dan kelautan,

pelaksanaan pengembangan pembinaan mutu pengolahan dan

pemasaran hasiiperikanan dan keiautan, i

pelaksanaan penegembangan dan pembinzan  kelembagaan

tani/nelavan;

g. pelaksanaan penegembangan sumber daye alem penkanan dan
kelautan;

h. peiaksanaan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana
peritkanan dan kelautan,

" B0
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{4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertenggung jewsb kepada
Kepala Bagian Tata Usaha.

(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepade Kepzla Sub
Dinas masing-masing

Pasal 162

Bagian Tete Usahe mempunyei tuges menyelengpgarskan urusan
perencanaan, umum, kepegawaian dan keuangan Dinas Perikanan dan
kalauran

Pasal 163

Dslam melakssanakan tugas tersebut Pasal 162, Bagian Tata Usahe
mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana program dar pelaporan, pengsndalian da=n
evaluasi, penvusunan rancangan peraturan serta pembinaan
organisas: dan tets laksene;

pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan
kearsipan seria kehumasan,

¢, pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan,

d. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian

c*

Pasal 164

Bagian Tata Usaha terdin dan .

a. Sub Bagian Perencanaan,

b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum,
¢. Sub Dagian Keuangan.

Pasal 165

(1) Sub Ragian Perencanaan mempunysi tugas melakuken penyiapan
bahan perumusan rencana dan, program, penylapan Tancangan
peraturan serta pembinezan organisasi dan tata laksana sertz
penyusunan dan penyajian data -




pelaksansan eksplorasi, ekspioitasi konsz:svasi

sumber dya hayati dan non hayati peraitan;
pelaksanman evaluasi dan meritoringterhadap hasil pembangunan
parikanamdan kelautan;
pelaksansan urusan tata usaha Dinas Perikanan dan Kelautan

Baglan Kedua
Orzanlsasi

Paszl 1ol

{1} Dinas Pemkanan dan Kezlautan tecdini dan :

s O™ a3 TETTEE N LD R

Kepala,
Bagian Tata Usaha,
SubDinas Bina Produks;:,

SudDinze Bime Uszzha dan Pengolahan Hasil,

SubDinas Bing Sumber Dava Kelautan;
SubBagian Perencanaan,

Subtegian Kepegawaian dan Umum;
SubBagian Kevangan,

Seks Budi Daye dan Perbenthan;

Sekst Penangkapan;

Seka Sarana dan Prasarzna; -

Sel= Bimbingan Usaha,

. Selm Bina Mutu dan Pemasaran;

Sekm Perijinan dan Kemitraan Usaha,
Sekm Cksplorasi;

Seka Eksploitasi,

Sek= Konservasi,

Cabmg Dinas;

Uprm,

Kelanpok Jabatan lungsional.

dan

pemulihan

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala B.'.glan Tata
Usaha mng berada di bawah dan bertanggung jawsh kepada
KepalaDinas Pertanian.

Masingmasing Sub Dinas dipimpin oieh seorang Kepala Sub
Dinas mang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
KepalaDinas Pertanian.
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{2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umam mempunyai tugas melakukan
penyiapan  bahan  penyusinan rencana  kebutuhan dan
pengembangan pegawai, mutasi pegawal serta tata usaha
kepegawaian, pengirusan rumah tangga dan perlengkapan, surar
menyurat, kearsipan dan kehumazan

{31 Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyizpkan bahan
penyustnan anggaran pendapatan dan belanja dinas , Mmengurus
pembukuan, melakukan penghitungan anggaran, verifikasi sria
pengurusen perbeandahearasn,

Pasal 166

Sub  Dinas Bina Produksi mempunyal tugas mersncanakan,
mengorganisesikan, menyelengeareken, melaksanakan dan
mengendalikan  kegiastan produks: budidaya, pembenihan szria
pengembangan sarana dan prasarana perikanan dan kelauzan

Pasa] 167

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 166, Sub Dinas Dina

Produksi mempunvai funegsi -

a. pelaksanzan perencanaan, penyusunan, pengendalian dan evaluasi

kegiatan produksi perikanan dan kelautan;

pelaksenzen pengambangan bududays perikanan.

pelaksanzan pengembangan penangkapan iken.

pelaksanzan pengembangan usaha perbenthan ikan;

pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana

penikanan dan kelautan:

pelaksanaan penerapan dan Pengawasen penggunaan ssrana dan

prasarana perikanan dan kelautan:

g pelaksanaan pembinaan dan pengawasan standar <arana dan
prasarana perikanan dan kelautan;

h. pengawasan dan pengendalian distrubusi darana perikanan dan
kelautan,

1. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelompok tini nelayan;

J. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan prasarana PP

voen o

™
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Paszal 168

Sub Dinas Bina Produksi terdin dan :
2. Seksi Bududaya dan Perbenihan:
b. Se2ksi Penangkapan;

e Seksi Sarana dan Prasarana

Pasal 169

(1) Seksi Budidaya dan Perbenihan mempunyai tugas melaksanakan
pengembangan budidaya dan pembenihan perikanan serts
pembinssn ketrampilan vsahe budidaye dan pembenthan ikan

£2y Seksi Penzngkapan mempunyal tugas melaksanaken
pengembangan usahe penangkapan serta pembinaan ketrampilzn
usaha penangkapan ikan

(3} Seksi Serena dan Prasarena mempunyai  melaksanakan
pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana perikznan
den kelautan

Paeal 170

Sub Dinas Eina Ussha dan Pengoiahan Hasil mempunvai lugas
merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, melaksanaksn
dan mengendalikan kegiatan bimbingan usaha perikanan dan
Lelautan,binz ;muty dan pemasaran hasil seita perijinan dan kemitraan
usaha.

Pasal 171

Delam melaksanakan tugas tersebut Pasai 170, Sub Dines Bina Usahs

dan Pengolahan llasil mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan perencanaan, penyusunan, pengendalian dan evaluasi
kegiatan bina usaha dan nelayan serta pengelohan dan hasn
perikanan dan kelautan;

b. pelaksanaan pengembengan mutu pengolzhan hasil perikansn dan
kelautan:

¢. pelaksanaan pengembangan jaringan pemasaran hasil perikanan dan
kelautan -

d. pelaksanaan inventarisasi peluane usaha dan investasi:
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pelaksaan pengemhangan investass dan kemitraan usaha,

pembinaan kelembagan ekonomi nelayan dan organisasi profasi,
penyelenggaraan proses perijinan usaha perikanan dan kelautan,
pelaksanaan pengembangan dan pembinaan pengelolaan TPI
(Tempat Pelelangan lkan);

peiaksanaan pengemhbangan kawasan industri hasil perikanan dan
kelautan.

= o TR

Fasal 172

Sub Dinas Bina Usaha dan Pangolahan [kan terdiri dari -
2. Seksi Bimbingan Usaha;

b Seksi Bina Mutu dan Pemasaran;

c. Seksi Perijinan dan Kemitraan Usaha;

Pasal 172

it} Seksi Bimbingen Usaha mempunyal tugas melaksanazkan
inventarisasi pzivang usaha dan incesrasi, pengelolazn dan
pembinaan TPl ss2rta pengembangan Kawesan industri hasil
perikanan dan kzlautan

(1) Seksi Bina Mutu dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan
pengeloiazn dan pengembangan mutu pengolahan dan pemasaran
hesil serta pengembangan sistemn pengolahan dan pemasaran.

t3}  Seksy Penypinan  dan  Kemitraan wussh: mempunay: tugas
menyelengzarakan perijinan usaha periksnan dan kelautan, serts
pengembangan kemitrazn usaha perikanan

Pasal 1 74

Sub 'Dinas Dina Sumber Days Kelautan mempunyai tugas
merencanakan,pengorganisasian, menyelenggarakan, melaksanakan dan
mengendalikan kegiatn pengkajian, pemantaatan, ps=ngembangan,
penerapan dan pengendalian sumber-dava kelautan.

Pasal 175

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 174, Sub Dinas Bina Sumber
Dava Kelautan mempunvai fungsi :
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]

pelaksanaan perencanaan, peavusuanan pengendalian an evaluasi
kegiatan pengkajizn, pemanfzatan, pengendalian dan pengelolaan
sumberdaya kelautan:

pelaksanaan pengkajian sumberdaya kelautan;

pelaksanaan pengembangan pemanfaatan sumberdaya kelautan;
pelaksanaan pemherdayaan pulau-pulan kecil dan pesisir pantai,
pelaksanaan perlindungen dan pemulihan potene sumberdaya
kelautan,

pelaksanaan pengembangan rekayasa teknologi perikanan dan
kelautan,

pelaksanaan uji coba dan penerapan teknologi kelautan,
pelaksanaen pengawasen dan pengendalian pemanfaatan sumber-
daya kelautan,

i. pelaksanaan identifikasi potensi sumberdava perikenan dan
kelautan.

o a0 o

™
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Pasal 176

Sub Dinas BinaSumberdaya Kelautan terdiri dari -
2. Seksi Eksplorasi,
b. Seksi Esploitasi,
¢. Seksi Konservasi;

Pasal 177

(1) Seks: Eksplorasi mempunvai tugas melaksanakan pengkajian,
ujicoba dan pengembangan sumberdaye dan teknolegi kelautan.

(2) Seks: Eksploitasi mempunayi tugas melaksanakan pengembangan
pemanfaatan sumberdaya kelautan serta pemberdaysan pulau-
pulau kecil dan pesisir pantai.

(3) Seksi Konservasi mempunyai tugas melaksankan perlindungan
dan pemulihan sumberdaya dan pemulihan sumberdaya perikanan
dan kelautan.

Pasal 178
Bagan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan sebagimana tersebut

dalam Lampiran VII yang.n.erupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini. .
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BAB X
DINAS PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 179

i1y Dinas Perhubungan  berkedudukan sebagai unsur pelaksana
Pemerinteh Dasrah yeng bereds dibawsh dan bertanpgpung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

{2} Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala.
Pesal 1RO

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok merencanakan,
menetapkan, mengkoordinasikean, menyelenggarakan, melaksenakan
dan mengendalikan kegiatan perhubungan darat dan laut

Fasal 181

Dalam imelaksanskan tugas pokok ‘tersebut Pasal 180, Dinas

Parhubungan mempunvyai fungsi :

z  penvusunan, peagewasan, pengendalian dan penstapen jaringan
transpoiasi dan kelas jalan Kabupaten,

b. perencansan, penetapan , pengelolaban dar pengawasan,

pemasangan, pemeliharaan rambu-rambuv lzlu  lintes, lokas:

penveberangan/jembatan penveberangan,

perencansan, palaksanaan, vji berkala keandaraan hermator,

pemberian ijin jalan khusus untuk lalu lintas dan angkuian berat

sefta pengawasannya;

e. pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi pengajuan Vondaraan
bermotor olsh swasta;

f. perencanaan serta pengelolazn terminal, halte, tanif anglotan dan
tempat parkir;

g perencanaan, penctapan dan pengawasan terhadap trayek dan tanf
angkutan,

P s




(1)

(1)

- Yl =

ijin/rekomendasi terhadap pendinan peruszhaan kendaraan darat,
laut, bengkel dan aksesonis mobil;

pelaksanaan pemaduan dan penundaan kapal;

pelaksznaan rekomandasi uszha penunjang angkutan laut;
penvelenggaraan  Jasa kepelabihan dan  pelaksanaan  Legiatan
keselamatan/pengendalian pelayaran.

Baglan Kedua
Organlsasl

Pasz]l |82

Dinas Perhubungan terdiri dan
g. Neopala;
Bagian Tata usaha;
Sub Dinaz Teknis Lendarzan dan Anghuten,
Sub Dinas Llu Lintas, Jasa Pos dan Telekomunikasi,
Sub Dinas Pelayaran,
Sub Bagian Keuangan dan Kepegawalan,
Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
Seksi Penpgujian Kendarean,
Seksi angkutan dan Perbengkelan;
Seksi Rzkavasa Lalu Lintas;
Seksi Pengendaliar Operasionel Lalu Lintas;
Seksi 'ssa Pos dan Telekomuniasy;
. Seksi angkutan Laut,
Seksi Keselamatan Kapal,
Cabang Dinas,
UFTD;
kelompok Jabatan Fungsional.

.:uﬂo_::g-?r‘.— N Y o0 O

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala DBagien Tatz
lisaha v:ng berada ¢i bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala T'inas Perhubng-n

Masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh secrang Kepala Sub
Dinas vang berada di bawsh dan bertanggung jawab kepada
K.epala Dinas Perhubungan
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{4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh secorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bewah danm bertanggung jawab kepada
Kepala Bagian Tata Usaha.

(50 MNaswng-masing Seksi dipimpin nleh searang Kepala Seksi vang
berade d: baweh dan bertenpounp jawab kepade Kepala 5Sut
Dinas masing-masing.

Pasal 183

Bapten Teatz Usshe mempunyal tugas menyelengparakan wurusan
perencanaan dan umum, kepegawaian serta keuangan.

Pasal 184

Delem melakeznekan tupges tersebut Pesal 183, Bagisn Tate Uszha
mempunval fungsi

2 meiaksanakan penvusunan rencana, program dan pelaporan,
pergendalian dan evaluesi, penvusunan rancangan peraturan s2rta
pvembinaan organisasi dan tata laksana;

meleksanakan pengelolzan administras: kepegawaien; ”
melaksanakan pengelolaan administrasi kevangan,

meizksenakan pengurusan rumah tanggs dan parlengkapsn, sarat
menvurat dan kearsipan serta kehumasan.

n o

ke

Pesal 185

Bagian Tata Usaha terdiri dari ;
@. Sub Begian Umum dan Periengkapan,
b Sub Begian Keuangan dan Kepegawaian.

Pasal 186

(1} Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan
penviapan bahan perumusan rencana dan program. penyiapan
bahan laporan dinas, penyiapan rancangan peraturan sarta
pembinaan oifganisasi dan tata laksana serta penyusunan dan
penyajian data dan pengurusan surat menyurat, keasipan, rumah
wangga dinas dan perlengkapan.
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{2y Sub Bagian kepegawazian dan Keuangan mempunyzai tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan
pengembanzan pegawai, murasi pegawai, tata usaha kepegawaian
dar administrasi keuangan

Pesal I1B7

Sub Dinas Teknik Kendaraan dan Angkutan mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan pembinaan manajemen di  bidang
oerijinan/kir  berkala kendaraan serta rekomendasi pendirian
perusehaan k:adarazn/bengkel (injection pump) di wilayah Kabupaten
Rembang.

Pasal | B8

Delam melaksanakan tuges tersebut Paczl 187, Sub Dinas Tekmk

Kendaraan dan Angkutan mempunyz: fungsi

a perencanaan, pembinaan, bimbingan tekmis serta pelaksanaan
pengelolaan perijinauji berkala kendaraan,

b. 1)in pemasangan papan reklame pada bodi mobil angkutan serta
pengaturan susunen alet tambahan/aksesoris kendaraan,

¢. perencanzan peberian bimbingan teknik di bidang pengelolaan ijin
travek serta rekomendasi pendirian perusahaan angkutan dan
bengkel injection pump,

Pagal (20

Sub Dinas Teknik Kendaraan dan Angkuran terdini dan
g. Seksi pengujian Kendaraan,
b. Seksi Angkutan dan Perbengkslan.

Pasal 190

(1) ESekst Pengujian Kendaraan msmpunyair tugas merencanakan,
melaksanakan serta memberikan bimbingan tekmis di bidang
pengslolaan uji’kir kendaraan, ijin pemasangan papan reklame
pada bodi mobil angkutan serta pengaturan susunan alat
tambahan kendaraan.

o



(2) Seksi  Angkutan dan Perbengkelan  mempunysi  tugas
merencanakan, melaksanakan pembinean teknis di  bidang
pengelolaan ijin trayek dan pemberian rekomendasi pendirian
perusahaan kendaraan/hengkel injection pump

Pasal 121

Sub Dinas Lalu Lintas, Jasa Pos dan Telekomunikasi mempunyal tugas
mersncanakan, mengiventarisasi, mengadakan dan mengelola rambu-
rambu lelu-lintas, marks jalan, elat pemberi isyarat lal lintas serte
bimbingan keselamatan dan penertiban di bidang lalu-lintas, analisis
daerah rawan kecelakaan dan penyusunan program penangguiangan
kecelakaan lalu lintas, jasa pos dan telekomunikasi.

Pazz] 192

Sub Drinas lalu Lintas terdiri dari -

a. Seks) Rekayasa La'u Lintas,

b. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas;
¢. Seks: Jesa Pos dan Telekomonikasi.

Pasal 193

(1) Seksi Rekavasa Lalu Lintas mempunyai tugas merencanakan,
menginventerisasi, mengadakan dan mengelola rambu-rambu lelu
lintas. marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas.
halte tempat/jembatan penyeberangan.

(2) Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas mempunyal tugas
mzrencanakan, menginventarisasi, membarikan bimbingan
keselamatan dan penertiban dibidang lalu lintas,analisis daerah
rawan kecelakaan lalu lintas dan penvusunan program
penanggulangan kecelakaan lalu lintas

(3) BSeksi Jasa Pos dan telekomonikasi mempunyal tugas
merencanakan, menginventarisasi dan menyelesaikan jasaz pos
dan teiekomonikasi.
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Pasal 124

Sub Dinas Pelayaran mempunyai tugas merencanakan,melaksanakan
pembinaan manajemen dan pelaksanaan pengelolaan di bidang
pelayaran

Pasal 195

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pasal 194, Sub Dinas Pelayaran

mempunyai fungsi :

s, perencanen dan pelaksanaen pembinaan manajemen  dan
melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan pelayaran,

b. pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional angkutan laut;

¢. pengendalian dan pengawasan kegiatan penunjang keselamatan
kapal.

Pasal 190

Sub Dinas Pelavanan terdin dan .
a. Seksi Anghkutan Laut;
b. Seksi Keselamatan Kapal.

Pasal 197

(1) Seksi Angkatan Laut mempunyai tugas merencanakan,
mengendalikan, melaksanaken pembinaan teknis serta pemberian
perijinan/rekomendasi dibidang pelayanan maupun Kegiatan
operasional angkutan laut.

(2} Seksi Keselamatan Kapal mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan den menertibkan kegiatan pengamanan peleyaran
kapal meliputi patrcli dan kegiatan SAR, alat pemberi isyarat,
rambu-rambu maupun bimbingan keselamatan lainnya.

Pasal 198

Dagan Organisasi Dinas Perhubungan sebagimana tersebut dalam
Lampiran Viil yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan
Peraturan Daerah imi. -
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BAR XI
CABANG DINAS

Bagian Kesatu
Mudukan, Tugas Pokok dan Fungsl

Pasal 192
(1) Tiap-tusms Daerah dapet dibentuk Cazbang Dinas

(2)  Jum!ahmse Dines tiap-tiap Dines Deerah ditetapkan dangan

Keputsleall

(3) Cabang®s berkedudukan sevagar unsur pelaksana Dinas
Daeraksl melaksznakan urusan-urusan vang telah manjadi
tenpowgPed den wewenangnys, veng bereda di bawsh dar
bertang@awab kepade Kepala Dinas Daerah dan secut
oFgra#i;UQrdLHESikﬂﬁ oleh Camar

(4) Cabanghs dipimpin oleh seorang kepala

Pasal 200
Cabang Dinspunyzi lugas pokok melaksanakan sebagisn tugas
Dinas Dasl#ng mempunyai wilzyah kerja satu atau bebetaps
wileyah Kegil

Fasal 201

Dalam melssn tugas pokok Cabang Dinas mempunyai fuagsi
a. pehi.-_;‘bngim tugas Dinas Kabupeten sesus: bidangnye,
b. pelaksamgusan administrasi.

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 202

Cabang Diniir) darn :
a. Kepala
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b, Pelugas Administras:;
¢. Petugas Operasional;
¢ Kelompok jabatan Fungsional

Pasal 203

Bagen Orgenisasi Cabeng Dinas sebagarmana tersebut dalam Lampiran
1% yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Paraturan Daerah ini.

BAB XII
UPTD

Baglan Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 201
(1) Tiap-tiap Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD.

(2) Jumlah UPTD tiap-tiap Dinas Daerah ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

(31 UPTD berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional
Dinas Daerah di lapangan yang berada divewah dan bertanggung
jawab  kepada Kepala Dinas dan secara operasional
dikoordinasikan oleh Cameat.

(4) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala.
Pasal 205

UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas
Daerah yang mempunyai wilayah kerja satu zrau beberapa Kecamatan

Pasal 206

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Pasal 205, UPTD
mempunyai fungsi :

a. pelaksanakan sebagian tugas Dinas kabupaten sesual b:dangny:

b. pelaksanaan urusan administrasi.
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Bagian Kedua
Orgenizsasl

Pasal 207

PIPTIY tardirt dari

. Kepale

Petugas Adminisiras:

Petegas Opercsional;
EKelompek Jabatan Fungsions!

= s I =l

Pazal 208

Bagan Oregani-as: UFTD ssbagaimana tersebut dzlam Lampiran X vane
mezrupakan bagian tidek terpisahkan dari Peraturan Dasrzh in

Eal XI1il
RELOMPORK JABATAN FUNGSIGNAL
Pasal 209
Relempok Jabstan Tungsional mempunyai tugas meiaksanakan
kegiatan delam menuriang tuges Dinas masing-masing sesial dengan
keahlian masing-masing
Basal 2106
(I} Kelempok Jabztan Fungsionzl tersebut Pasal 209, tsrdiri dari
sejumlah tenaga fungsional yeng ierbagi dalam kelomook sesuai
dengan keahliannva.
{2) Senap kelompok tersebut aye: (1) dipimpin oleh SCOrnng ienaga
fungsionzl senior vang ditunjuk oleh Pejabat yang berr s2nang dan

bertanggung jawab Kepada Dinas masing-masing.

(3} Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ayat (1) ditentulan berdesar-
Kan kebutuhan dan Seban kerja

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut ayat (1), diatar
sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang beriaku.
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BAEB X1V
TATA KERJA

Pagal 211

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan saluan oTgenisasi, satuan
kerja dan lkelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinas:, integrasi dan sinkronisasi baik dalam Dhngkungan
organisasi masing-masing maupun antar satuan orgamsasi di
lingkungan Pemerintah Daerzh.

Pasal 212

Setiap pimpinan satuan organisasi dan satuan kerja wajib mengawasi
bawahannys masing-masing dan bile terjadi penyimpangan ager
mengambil langrah-langkah yang diperiukan sesuai dengan perundang-
undangan vang beriaku.

Pasal 213

Setiap pimpinan satuan organisasi dan satuan kerjs bertanggung jewab
memimpin dan -mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawzhannva

Pasal 212

Seriap pimpinsn sstuen organisesi dan satvan kerja wejib mengikuil
dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masinz-
masing dan menyispkan laporan berkale tepat pade waktunya

Fasal 215

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan orgamisasi dan
satuan karja dari bewahannya wajib diolah dan dipergunakan sebaga:
bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan
petunjuk kepada bawahannya.
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Pasal 21¢

Dalam menvampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan
laporan wzjib disampaikan pula kepads sztuan organisasi lain yang
secara fungsional mempunyal hubungan kerja

Pasal 217

Dalam melaksanakap tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu
aleh satuan organisasi dibawahnva dan dalam rangka pemberian
timbingen kepeds bawahan masing-masing, wajib menpgadakan rapat
berkela

BAB XYV
KETENTUAN PENLTUP

Paszl 218

nal-hal vang belum diatur dalam Persturan Daerah mi akan diater
Lkzmudian oleh Bupati sepanjeng mengenail pelaksanaannys.

FPasal 219

engan berlakukanve Peraturan Daerah ini maka
Peraturen Dazrah Kabupaten Dazreh Tingkat 11 Rembang Nomor ©
Tahun 1980 tentang Organisas: dan Tata Kerja Dinas Pekerjaa..
Umum Kabupaten Daerah Tingkat 1l Rembang;
b Peraturan Daerah Kabupaten Deereh Tingkat II Rembang Nomeor 11
Tehua 19291 tentang Pembentukan Susunan Orgenisesi dan Te*
Kerje Dinas Pendidiken dan Hebudevean Eabupaten Daeio
Tingkat 1l Rembang;
Feraturan Daerah Kabupaten Daerak Tingkat Ii Rembang Nomor 4
Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Keria Dirc-
Pzndapatan Daerah Kabupaten Duerzh Tingkat Il Rembang;
£ Peraturan Daerash Kebupeten Daerash Tingket Il Rembang Nomor -
Tahun 1995 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Perianian Tanaman Fangan Kabupaten Daerah Tingkat
Il Rembang,

i t‘_]

La)
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Peraturan Daecah Kabupeten Desrak Tingkat [ Pembang Nemor 3 Tahun
1585 tenteng Susunan Organisasi dan Tatz Kerjz Dinas Penkauan
Kabupsten Daerah Tingkat IT Rembang,

Pecaturan Daergh Kabupaten Dazrah Tingkat [1 Rembang Nomor 5§ Tehun
1295 tentang Susupzn Orgenisesi dan Tata Kerjza Dinae Perkebunan
tiabupaten Dazrak Tinghsat 11 Rembang!

Terpiuiran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1 Rembang Nomor 6 Takun
1933 teniany Susunen Organisesi dan Tate Kerja Dines hesshalan
#abupaen Daerat Tingkat II Rembang,

Persturan Uaerch Kabupaten Daesrah Tingkat |l Fembang Nomor ¥ Tahun
1585 teniang Susvnan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas den
Angkutan Jalan Kabupaten Dzerzh Tingka: II Rembang:

Peraturan Daerah Kabupatern Daerak Tingkat [I Rembanp Nomor 4 Tahun
1997 entangz Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersthau dan
Peiamanan Kabupalen Daerah Tingkat Il Rembang,

Peraturan Daerah Kabupaten Daersh Tingkat I Rembang Nomar § Tahou
1597 tentens Susunza Organizasi dan Te:z Xesje Dinas Feternalan
fabupaten Daersh Tingkat 1T Rembeng

Fasal 220

Feraturan Daecah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Daerzh ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupzten Rembang.

Ditetapkan di Rem han g
pads tanggal 12 Maret 2001
BUPATI REMBANG

HENDARSONDO

Diundangien d: Rembang
rada tangeal |5 Maret 200]
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

REMBANG

H NOERANTO, SH

Pembina Utama Muda
HIP, 500 040 991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 1001 NOMOR 7
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